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KATA PENGANTAR 

Perangkat daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah. Kematangan organisasi tidak hanya mencerminkan kemampuan dalam 

mencapai tujuan, tetapi juga menjadi cerminan komitmen terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Melalui pengukuran yang sistematis, diharapkan setiap 

perangkat daerah dapat mengevaluasi diri, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta 

merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan. 

 

Untuk mengukur kematangan perangkat daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendaliaan 

Penataan Perangkat Daerah. Salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat 

daerah dalam peraturan tersebut adalah penilaian kematangan organisasi. Penilaian 

kematangan organisasi daerah dalam peraturan ini dilakukan terhadap dimensi tata 

laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi yang meliputi 11 aspek. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan 

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mengganggap 

perlu untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. 

 

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi yang 

tinggi kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dan 

masukan hingga pengukuran kematangan perangkat daerah dapat diselesaikan. 

Semoga dokumen ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kota 

Samarinda dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. 

 

 

 

 

Samarinda,  Juni 2024 

Kepala Bapperida Kota Samarinda 

 

 

 

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos.,M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek 

pokok yang terdapat didalamnya. Beberapa aspek pokok organisasi antara lain subjek 

atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur 

dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai. Eksistensi sebuah organisasi, 

termasuk organisasi pemerintah tidak terlepas dari kemampuan organisasi dalam 

mengoptimalkan aspek-aspek yang dimilikinya untuk beradaptasi dengan lingkungan 

internal dan eksternal  

 

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengelola aspek-aspek pokok yang dimilikinya 

menjadi salah satu indikator kinerja organisasi. Hal ini terkait erat dengan manajemen 

kinerja organisasi yang merupakan proses berkesinambungan untuk memperbaiki kinerja 

organisasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Konsep 

terpenting dari manajemen kinerja sendiri adalah terkait proses mengelola dan 

mengembangkan standar kinerja yang mencerminkan proses yang baik dalam 

menetapkan arah, monitoring serta mengukur kinerja. Oleh karena itu kinerja organisasi 

merupakan hasil proses yang kompleks, dalam mewujudkan tujuan jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pengelolaan organisasi yang profesional dapat meningkatkan 

kinerja dan mampu mempermudah pencapaian tujuan organisasi (Febriyan et.al, 2022) 

 

Untuk menghasilkan kinerja organisasi perangkat daerah yang optimal sesuai dengan 

tata kelola yang baik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendaliaan Penataan Perangkat Daerah. 

Salah satu bentuk pembinaan penataan perangkat daerah dalam peraturan tersebut 

adalah penilaian kematangan organisasi. Penilaian kematangan organisasi daerah dalam 

peraturan ini dilakukan terhadap dimensi tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi 

dan inovasi yang meliputi 11 aspek, yakni perencanaan, monitoring dan pengendalian, 

penjaminan mutu layanan, standar opersional prosedur, pendidikan dan pelatihan, 

analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, 

manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, serta budaya 

organisasi. Adapun perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi dan sangat 

tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola 

manajemen organisasi yang baik. 

 

Menurut Nugroho (2020) level kematangan perangkat daerah dapat menggambarkan 

tingkat kematangan pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang pada dasarnya 
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bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan proses produksi. Sejalan 

dengan hal tersebut, Kohlegger et al. (2009) menyatakan bahwa dengan melakukan 

pengukuran tingkat kematangan organisasi dapat membantu untuk menilai kapabilitas 

kematangan unsur-unsur dalam organisasi serta menentukan tindakan yang tepat agar 

organisasi dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Fabbro 

dan Tochia (2021) dalam analisis nya melihat bahwa penelitian tentang model 

kematangan organisasi telah banyak dilakukaan dengan memperhatikan berbagai aspek, 

mulai dari tugas organisasi dari operasional sampai dengan strategis, tata kelola 

organisasi, serta peran staf serta operasi manajemen. Adapun beberapa poin kesamaan 

dari bermacam model kematangan tersebut, yakni (Fabbro dan Tonchia, 2021)i: 

1. Appraisal: mengukur kematangan merupakan proses penilaian terhadap manajemen 

organisasi, serta keuntungan dan kerugian dari implementasi manajemen organisasi; 

2. Body of Knowledge and Evolution: melihat kapabilitas dan kompetensi yang berkaitan 

dengan berbagai tahapan kematangan serta indikator berbasis kinerja; 

3. Improvement: mengukur kematangan memungkinkan untuk memberikan 

rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan efektifitas 

 

Beberapa penelitian menjukkan bahwa tingkat kematangan organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (Irfan, et al, 2020; Nugroho, 2022; Yahya, 

2023). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan 

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda mengganggap 

perlu untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Samarinda. 

 

B. Tujuan Dan Sasaran 

Kajian Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Samarinda ini memiliki tujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran terhadap tingkat kematangan organisasi perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, serta; 

2. Menyediakan hasil penilaian kematangan perangkat daerah berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. 

 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Kajian Penilaian Tingkat Kematangan 

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda ini adalah 

tersusunnya hasil penilaian kematangan perangkat daerah yang dapat menjadi bahan 

bagi pejabat perancang organisasi dan pengambil keputusan dalam memperbaiki, 

menyesuaikan, dan menyempurnakan tata laksana, budaya kerja serta inovasi pada 

organisasi perangkat daerah di. 
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C. Ruang Lingkup 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, ruang lingkup 

penilaian kematangan perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), 

budaya organisasi dan inovasi. Variabel dan indikator penilaian kematangan perangkat 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembangunan daerah; 

2. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 

3. Penjaminan mutu layanan perangkat daerah 

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perangkat daerah; 

5. Pendidikan dan pelatihan aparatur; 

6. Analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah; 

7. Manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; 

8. Manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; 

9. Pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur; 

10. Pengembangan inovasi layanan perangkat daerah; 

11. Budaya organisasi perangkat daerah. 

 

D. Metode 

Dalam rangka menghimpun temuan-temuan terkait fokus kajian ini, dilakukan upaya 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang akan menggambarkan secara 

rinci terkait pengelolaan tata laksana, budaya organisasi serta inovasi perangkat daerah. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam kajian ini berbentuk kuesioner yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan 

Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Selain penyebaran kuesioner, 

pengumpulan data dan informasi juga dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder 

(dokumen kebijakan, dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi serta data dukung lainnya 

yang relevan dengan fokus kajian). Pengumpulan data sekunder ini dilakukan untuk 

memperkuat hasil penilaian kematangan perangkat daerah yang dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner. 

 

2. Lokus Penelitian 

Lokus penelitian adalah 40 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota 

Samarinda, yang terdiri dari 30 Dinas/Badan serfta 10 Kecamatan.  
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Tabel 1.1. Lokus Kajian 

Perangkat Daerah 

1. Sekretariat 

Daerah; 

2. Sekretariat 

DPRD; 

3. Inspektorat; 

4. Satuan Polisi 

Pamong Praja 

1. Dinas Kesehatan; 

2. Dinas Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman; 

3. Dinas Lingkungan 

Hidup; 

4. Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

5. Dinas 

Perhubungan; 

6. Dinas Komunikasi 

dan Informatika; 

7. Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

8. Dinas Tenaga 

Kerja; 

9. Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak; 

10. Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana; 

11. Dinas Perikanan; 

12. Dinas 

Perdagangan; 

13. Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang; 

1. Badan 

Pendapatan 

Daerah; 

2. Badan 

Penanggulangan 

Bencana 

Daerah; 

3. Badan Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik; 

4. Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah; 

5. Badan 

Kepegawaian 

dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia; 

6. Badan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Riset dan 

Inovasi Daerah 

1. Kecamatan 

Sungai 

Kunjang; 

2. Kecamatan 

Samarinda Ulu; 

3. Kecamatan 

Samarinda 

Utara; 

4. Kecamatan 

Samarinda Ilir; 

5. Kecamatan 

Samarinda 

Seberang; 

6. Kecamatan 

Palaran; 

7. Kecamatan 

Samarinda 

Kota; 

8. Kecamatan Loa 

Janan Ilir; 

9. Kecamatan 

Sambutan; 

10. Kecamatan 

Sungai Pinang. 
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Perangkat Daerah 

14. Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan; 

15. Dinas Pemadam 

Kebakaran dan 

Penyelamatan; 

16. Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat; 

17. Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian; 

18. Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil 

Menengah dan 

Perindustrian; 

19. Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariwisata; 

20. Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan 

 

 

3. Analisis Data 

Kajian akademik ini akan menilai kuesioner yang berisi 11 pertanyaan yang mengacu 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Masing-masing pertanyaan 

akan diberikan empat opsi jawaban, yakni Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV 

dan Tingkat V. Masing-masing tingkat jawaban memiliki keterangan yang 

menggambarkan kesesuain dengan kondisi eksisting perangkat daerah. Berdasarkan 

jumlah skor pada setiap indikator, maka akan tergambar tingkat kematangan organisasi 

perangkat daerah sebagaimana yang tersebut pada tabel 1.2: 

 

Tabel 1.2. Perhitungan Skor, Peringkat serta Tingkat Kematangan 

SKOR PERINGKAT TINGKAT KEMATANGAN 

46,1 - 55 Tingkat V Sangat Tinggi 

37,1 – 46 Tingkat IV Tinggi 

28,1 – 37 Tingkat III Sedang 
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19,1 – 28 Tingkat II Rendah 

10 - 19 Tingkat I Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri Nomor 99 Tahun 2018  

Nilai kematangan organisasi bagi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai 

seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan 

jumlah perangkat daerah. Adapun rumus perhitungan nilai kematangan organisasi 

perangkat daerah bagi setiap daerah adalah sebagai berikut: 

 

KOD=
𝑇𝑁𝑃𝐷

𝐽𝑃𝐷
 

 

KOD = Kematangan Organisasi Daerah 

TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah 

JPD = Jumlah Perangkat Daerah 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN 

 

A. Konsep Organisasi Publik  

Istilah organisasi tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat akademisi. Dalam kehidupan 

manusia, organisasi memegang peranan yang sangat penting, baik itu di dalam 

pemerintahan, lembaga swasta, bahkan dalam organisasi sosial masyarakat. Istilah 

organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat. Sehingga menurut 

Siregar, et.al (2021) organisasi adalah sebuah alat administrasi agar dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Organisasi dapat dianggap sebagai sebuah wadah, sebuah proses, serta sebuah sistem 

yang dipandang sebagai alat agar dapat mencapai tujuan bersama. Menurut para ahli 

dalam sebuah organisasi terdapat beberapa unsur, seperti unsur kerja sama orang atau 

anggota yang bekerja sama, serta unsur tujuan bersama yang telah ditetapkan untuk 

dicapai. Pada umumnya organisasi dianggap sebagai sebuah sitem terbuka. Dari sini 

dapat diartikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan, yang 

pada dasarnya memiliki tujuan umum sehingga terdapat keluaran dan masukan (Anggoro, 

et.al, 2022). 

 

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah 

batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus menerus untuk 

mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994). Organisasi 

merupakan sistem interaksi dinamis dari beberapa aspek pokok yang terdapat di 

dalamnya. Beberapa   aspek   pokok organisasi   antara   lain   subjek   atau  pelaku,  

tata  hubungan,  proses atau aktivitas, fungsi, tata nilai, struktur, prosedur dan tata 

aturan, serta tujuan yang   hendak   dicapai (Robbins dan Judge, 2016). 

 

Organisasi adalah bentuk pembagian kerja dan bentuk tata komunikasi kerja antara dua 

orang atau lebih yang mempunyai kedudukan atau posisi dan bekerja secara tertentu 

dan secara bersama guna tercapainya sasaran atau tujuan tertentu. Artinya disini dalam 

sebuah organisasi terdapat pembagian kerja, yang mana dalam organisasi terdapat posisi 

yang mengatur pembagian kerja dari setiap anggota organisasi, serta terdapat sistem 

tata komunikasi kerja yang memiliki fungsi agar interaksi yang terjadi pada setiap 

anggota organisasi dapat terjalin dengan baik guna demi kepentingan dan tercapainya 

tujuan yang diinginkan (Armosudiro dalam Fithriyyah, 2021). 

 

Menurut Muspawi et.al (2023) terdapat beberapa hal yang menjadi unsur dalam 

organisasi yaitu: a) terdapat dua orang atau lebih yang melakukan sebuah pekerjaan, b) 
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terdapat pembagian dan pengelompokan pekerjaan yang terstruktur, c) terdapat sebuah 

sistem kerja sama yang terstruktur, d) terdapat pembagian kerja serta terjalinnya 

hubungan kerja antar sesama anggota, e) terdapat proses penyerahan wewenang dan 

koordinasi setiap tugas, g) terdapat tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh setiap 

anggota organisasi. 

 

Masih menurut Muspawi et.al (2023), berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dikatakan 

bahwa organisasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih guna mencapai tujuan 

bersama sehingga terbentuk sebuah kerjasama dengan sistem kerja yang teratur dan 

pembagian tugas yang berbeda-beda. Secara konseptual ada dua hal yang sangat 

penting untuk dibahas dalam organisasi, yakni istilah organization sebagai sebuah kata 

benda dan organizing sebagai kata kerja, ini menggambarkan pada rangkaian kegiatan 

yang harus dilakukan dengan teratur. 

 

Setiap organisasi, baik yang berstruktur formal maupun informal, pasti mempunyai tujuan 

spesifik dan unik yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

tersebut setiap organisasi akan mengonsumsi sejumlah input untuk menghasilkan output, 

dalam arti setiap organisasi akan melakukan transformasi sumber-sumber ekonomi dari 

bentuk yang satu menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat atau bernilai lebih tinggi. 

Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Secara 

umum terdapat 4 (empat) jenis tipe organisasi, yaitu (1) pure profit organization, (2) 

quasi profit organization, (3) quasi non-profit organization dan (4) pure non-profit 

organization. Perbedaan empat tipe organisasi tersebut terutama dilihat dari tujuan 

operasi dan sumber pendanaannya. Berikut diuraikan karakteristik dari keempat tipe 

organisasi tersebut Mahsun, 2019). 

Tabel 2.1. Tipe Organisasi 

Tipe 

Organisasi 

Pure Profit 

Organization 

Quasi Profit 

Organization 

Quasi Non-

profit 

Organization 

Pure Non-

profit 

Organization 

Sumber 

Pendanaan 

Investor dan 

kreditor. 

Investor 

swasta, 

investor 

pemerintah, 

kreditor, dan 

para anggota. 

Investor 

pemerintah, 

investor 

swasta, dan 

kreditor. 

Pajak, retribusi, 

utang, obligasi, 

laba 

BUMN/BUMD, 

penjualan aset 

negara, dan 

sebagainya 

Tujuan 

Organisasi 

Menyediakan 

atau menjual 

Menyediakan 

atau menjual 

Menyediakan 

atau menjual 

Menyediakan 

atau menjual 
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Tipe 

Organisasi 

Pure Profit 

Organization 

Quasi Profit 

Organization 

Quasi Non-

profit 

Organization 

Pure Non-

profit 

Organization 

barang 

dan/atau jasa 

dengan 

maksud utama 

untuk 

memperoleh 

laba sebanyak-

banyaknya 

sehingga bisa 

dinikmati oleh 

para pemilik.  

barang 

dan/atau jasa 

dengan 

maksud untuk 

memperoleh 

laba dan 

mencapai 

sasaran atau 

tujuan lainnya 

sebagaimana 

yang 

dikehendaki 

para pemilik.  

barang 

dan/atau jasa 

dengan 

maksud untuk 

melayani 

masyarakat 

dan 

memperoleh 

keuntungan 

(surplus).  

barang 

dan/atau jasa 

dengan 

maksud untuk 

melayani dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat.  

Sumber: Mahsun, 2019. 

 

Setiap organisasi memiliki tujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, yang secara 

luas dapat dirumuskan untuk memuaskan keinginan, kebutuhan, atau sasaran-sasaran 

para anggotanya. Sehingga berdasarkan sasarannya, Ruhana (2018) mengklasifikasikan 

organisasi menjadi: a) Service Organizations (Organisasi-organisasi pelayanan), b) 

Economic Organization (Organisasi-organisasi ekonomi), c) Religious Organizations 

(Organisasi-organisasi keagamaan), d) Protective Organizations (Organisasi-organisasi 

perlindungan), e) Government Organizations (Organisasi-organisasi pemerintah), f) 

Social Organizations (Organisasi-organisasi sosial). 

 

Service Organizations (Organisasi-organisasi pelayanan) merupakan organisasi yang 

menawarkan dan bersedia membantu masyarakat umum dalam sebuah pelayanan yang 

diperoleh tanpa adanya tuntutan agar melakukan pembayaran penuh dengan kata lain 

seikhlasnya. Misalnya sekolah, perguruan tinggi, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya 

(Ruhana, 2018). 

 

Organisasi publik berfungsi untuk mengatur pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat 

secara umum. Menurut Miftah Thoha (dalam Solong & Yadi, 2021) struktur organisasi 

formal akan mengalami penambahan dan perubahan yang bervariasi, oleh karena itu 

perlu diketahui karakteristik organisasi sektor publik. 
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Organisasi publik adalah entitas formal yang didirikan oleh pemerintah atau lembaga 

pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dan 

memastikan keadilan serta keamanan. Organisasi publik juga harus memenuhi tuntutan 

masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis (Pollitt & Bouckaert, 2017). Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Stillman II (2010) juga menyatakan bahwa organisasi publik 

adalah sebuah entitas yang didirikan oleh negara atau pemerintah untuk menyediakan 

pelayanan publik atau untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, organisasi publik juga harus memastikan 

bahwa pelayanan publik yang disediakan telah mencapai standar yang ditetapkan 

(Stillman II, 2010). 

 

Kinerja organisasi dan pelayanan publik merujuk pada kemampuan suatu organisasi 

publik dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti memberikan layanan 

publik yang berkualitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik (Wardhana, Aditya, et.al, 2022). 

 

Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  fungsi  utama  pemerintah  dalam  memenuhi  

kebutuhan  masyarakat.  Namun, kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  

menghadapi berbagai permasalahan seperti prosedur yang berbelit-belit, ketidakpastian 

waktu dan biaya, serta  sikap  apatis  pegawai  (Ombudsman  RI dalam Kardina, M., & 

Frinaldi, A. (2024).  

 

Organisasi sektor publik bukan semata-mata organisasi sosial yang nonprofit oriented. 

Banyak yang menganggap organisasi sektor publik pasti nonprofit. Anggapan ini kurang 

tepat, karena organisasi sektor publik ada yang ber-tipe quasi non-profit. Seperti yang 

disampaikan sebelumnya, quasi non-profit bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi keberlangsungan organisasi dan 

memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah, misalnya BUMN dan BUMD. Jadi 

perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan 

hanya organisasi non-profit dan juga bukan hanya organisasi pemerintahan. Organisasi 

sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan 

penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan 

negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun, 2019). 

 

Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain: 1) penyelenggaraan 

layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum, 2) bukan konsumsi 

individual, 3) pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang 

mengikat, 4) harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. 

Berdasarkan batasan-batasan tersebut, area sektor publik berada pada (1) pure non-
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profit organization dengan output pure public goods, (2) quasi nonprofit organization 

dengan output quasi public goods, dan (3) quasi profit organization yang menghasilkan 

quasi private goods. Gambar 1.2 berikut ini mendeskripsikan area organisasi sektor publik. 

 
Sumber: Mahsun, 2019. 

Gambar 2.1 Area Organisasi Sektor Publik 

 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menikmati public goods 

and services sebagai bentuk imbalan tidak langsung atas kewajiban membayar pajak 

yang telah mereka lakukan. Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara harus 

bisa menyediakan public goods and services tersebut untuk kesejahteraan masyarakat 

secara adil dan merata. Pemerintah merupakan organisasi sektor publik terbesar yang 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjunjung tinggi 

keinginan rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, 

menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif 

sehingga dapat terwujud good governance dengan sebenarnya (Mahsun, 2019). 

 

B. Model Pengukuran Kematangan Organisasi  

Kematangan organisasi akan melihat bagaimana kemampuan organisasi dalam 

melaksanakan proses bisnisnya, yang nantinya akan dapat dinilai kemampuannya. 

Organisasi dengan tingkat kematangan yang tinggi , akan menggambarkan tata kelola 

organisasi yang baik, yang akan berpengaruh kepada kinerja di atas rata-rata. 

Pengukuran kematangan organisasi pertama  kali dikenal dengan istilah capability 
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maturity model (CMM). Model ini pertama kali dikembangkan oleh Software Engineering 

Institute atas permintaan Departement of Defense (DOD) Amerika Serikat dengan tujuan 

membuat ujian saringan masuk bagi kontraktor yang mendaftarkan diri untuk menjadi 

konsultan DOD. 

 
Sumber : Joko, Edu Academia 

Gambar 2.2 Lima Tingkat Kematangan Organisasi Software Engineering Institute 

 

Initial (beberapa dicirikan dengan tidak adanya quality assurance, tidak adanya 

mekanisme manajemen perubahan, serta sangat bergantung pada kemampuan 

individual). Repeatable (beberapa dicirikan dengan perangkat lunak mulai bergantung 

pada proses bukan pada orang, adanya quality assurance sederhana, serta masih rentan 

terhadap perubahan struktur organisasi). Defined (beberapa dicirikan dengan standar 

proses pengembangan sistem sudah dibuat dan dibakukan, Kualitas proses dan produk 

masih bersifat kualitatif bukan kuantitatif (tidak terukur hanya kira-kira saja) dan tidak 

adanya mekanisme umpan balik yang baku. Managed (beberapa dicirikan dengan proses 

penilaian kualitas bersifat kuantitatif, terjadi pemborosan biaya pengumpulan data yang 

masih berbasis manual, adanya kecenderungan yang bias, serta masih tidak adanya 

mekanisme kontrol kualitas, dan Optimized (beberapa dicirikan dengan data sudan 

dikumpulkan secara otomatis, mekanisme feedback sudah cukup baik, serta kualitas SDM 

yang meningkat dengan diiringi peningkatan kualitas proses. 

 

Model lain dalam melihat kematangan organisasi adalah Model COBIT 5. COBIT 5, 

meliputi kegiatan : Control Objectives for Information and Related Technology, 

merupakan  panduan yang mengarah  pada Manajemen TIK. Tingkat kematangan untuk 

pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode 

evaluasi Pemda dari level 0 (tidak ada) hingga level 5 (Optimis), secara self assesment  

(Hasan dan Arief, 2018). Skala pembuatan indeks bagi pemetaan ketingkat model 

kematangan terdapat pada tabel berikut ini. (Hasan dan Arief, 2018) 
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Tabel 2.2 Penilaian Kematangan 

 
      Sumber : Hasan dan Arief, 2018 

 

Model lainnya yang dapat digunakan untuk melihat kematangan organisasi (dikaitkan 

dengan e-Government), berhasil dikembangkan oleh Gottschalk (2009). Menurut 

Gottschalk, kematangan e-Government digambarkan terkait ketersediaan informasi 

dan penyampaian pelayanan kepada pengguna layanan tanpa terkendala dengan 

diiringi tingkat kompleksitas yang tinggi di beberapa aspek. Interoperabilitas diartikan 

sejauh mana organisasi dengan praktik kerja yang berbeda dapat saling 

berkomunikasi. 

 

 

 

 

Sumber : Gottschalk, 2009 

Gambar 2.3 Model Interoperabilitas 
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Interoperabilitas Komputer. Di level ini, diperlukannya sistem perangkat agar dapat 

berkomunikasi satu sama lain, baik perangkat keras dan lunak. Level selanjutnya adalah 

level Interoperabilitas Proses. Dalam level ini diperlukan keselarasan proses kerja yang 

saling menjalankan operasionalnya. Level 3 meliputi Interoperabilitas pengetahuan. 

Dalam level ini terkait munculnya kegiatan saling sharing pengetahuan. Saling 

bekerjasama untuk mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan. Nilai Interoperabilitas 

berada diLevel 4. Level ini diperlukan upaya menciptakan nilai dengan menyelesaikan 

masalah secara kreatif (terdapat identifikasi masalah, pemecahan jalan keluar, 

pembuatan keputusan, penerapan keputusan dan evaluasi. Level tertinggi adalah Level 

5, berkaitan dengan Interoperabilitas Tujuan. Pada level ini sudah tidak terdapat lagi 

pertentangan dalam pencapaian tujuan (Gottschalk, 2009). 

 

C. Pengukuran Kematangan Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri 

Nomor 99 Tahun 2018 

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, perangkat 

daerah memiliki andil penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena 

berperan sebagai ujung tombak pelayanan dan Pembangunan daerah. Dengan demikian, 

kinerja perangkat daerah akan menentukan maju atau mundurnya suatu daerah (Yahya 

dan Amzan, 2022). 

 

Untuk menghasilkan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola 

yang baik, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. 

Peraturan ini mengukur sejauh mana tingkat kematangan perangkat daerah, dimana 

semakin tinggi nilai kematangannya maka perangkat daerah telah melaksanakan tata 

kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. 

 

Kematangan perangkat daerah menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan 

aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan melaksanakan 

proses produksi (Yahya, 2023). Lebih lanjut Beni (tt) menyatakan bahwa tujuan 

pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah adalah: (1) Membentuk 

perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, sehingga tepat fungsi 

dan tepat ukuran; dan (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik. Permendagri Nomor 

99 Tahun 2018 akan menentukan indeks kematangan organisasi perangkat daeah, yang 

merupakan salah satu indikator penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai 

(TPP) di daerah (sumbawakab.go.id, 2019). 
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Pembinaan penataan perangkat daerah terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang ini, yang 

menyatakan bahwa pembinaan perangkat daerah provinsi dilakukan oleh Menteri, 

sedangkan pembinaan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur 

sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun dalam pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan 

yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Bentuk pembinaan 

perangkat daerah dapat berupa fasilitasi melalui: (1) bimtek, seminar/lokakarya, rapat 

kerja, penyediaan software dan hardware; (2) konsultasi untuk mendapatkan petunjuk, 

pertimbangan, dan pendapat terhadap permasalahan yang mendesak dan belum diatur 

jelas dalam ketentuan perundang-undangan; (3) penilaian terhadap tata laksana, budaya 

organisasi, informasi organisasi, dan Tingkat kematangan organisasi; serta (4) 

penghargaan yang diberikan kepada daerah yang memperoleh nilai teringgi pada hari 

Otonomi Daerah oleh Menteri Dalam Negeri. 

 

Lebih lanjut pembinaan penataan perangkat daerah meliputi tiga kriteria yaitu struktur 

organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi, sebagaimana tersaji sebagai 

berikut. 

 
Sumber: Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 

Gambar 2.4. Ruang Lingkup Pembinaan Perangkat Daerah 
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Penilaian Perangkat Daerah 

Penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan 

tingkat kematangan suatu organisasi dilakukan terhadap 11 (sebelas) variabel yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah. Adapun variabel 

dan indikator penilaian organisasi perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Variabel dan Penentuan Peringkat Kematangan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

No Variabel 
Indikator 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 

1. Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Penentuan 

kegiatan yang 

diprioritaskan 

dalam dokumen 

perencanaan 

tahunan 

(Renja/RKPD) 

dilakukan tanpa 

ada kriteria 

yang terukur. 

Penentuan 

kegiatan yang 

diprioritaskan 

dalam dokumen 

rencana tahunan 

dilakukan 

berdasarkan 

analisis terhadap 

hasil (outcome) 

apa yang akan 

dicapai kegiatan 

tersebut. 

Penentuan prioritas 

kegiatan dalam 

dokumen rencana 

tahunan dilakukan 

berdasarkan 

analisis hasil 

(outcome) dan 

analisis 

kemampuan 

kegiatan 

menghasilkan hasil 

(outcome). 

Penentuan prioritas 

kegiatan dilakukan 

berdasarkan analisis 

yang membandingkan 

hasil (outcome) yang 

akan dicapai antara 

satu alternatif kegiatan 

dengan alternatif 

kegiatan yang lain. 

Penentuan prioritas 

dalam dokumen 

tahunan dilakukan 

dengan 

perbandingan hasil 

(outcome) antara 

satu alternatif 

kegiatan dengan 

alternatif kegiatan 

yang lain dan 

dibantu dengan 

teknologi informasi. 

2. Monitoring dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Tugas 

Perangkat 

Daerah 

Monitoring dan 

pengendalian 

dilakukan 

dengan cara 

sederhana dan 

tidak 

terstruktur. 

Monitoring dan 

pengedalian 

dilakukan secara 

berkala dengan 

fokus yang 

ditentukan. 

Monitoring dan 

pengendalian 

dilakukan secara 

berkala dengan 

kriteria 

penyimpangan 

yang 

terstandarisasi 

pada setiap tahap 

kegiatan. 

Monitoring dan 

pengendalian dilakukan 

secara berkala dengan 

kriteria penyimpangan 

yang terstandarisasi 

dan diikuti dengan 

umpan balik berupa 

perbaikan yang 

terdokumentasi dengan 

baik. 

Monitoring dan 

pengendalian 

dilakukan secara 

sistematis, 

terstandarisasi 

termasuk umpan 

balik yang didukung 

oleh penggunaan 

teknologi informasi 

berbasis internet. 

3. Penjaminan 

mutu layanan 

perangkat 

daerah 

Tidak ada 

penjaminan 

mutu atas 

produk yang 

dihasilkan dan 

atas proses 

kerja yang 

dilakukan. 

Penjaminan mutu 

produk dan proses 

kerja dilakukan 

secara berkala 

namun tidak 

mempunyai 

standar mutu 

produk dan proses 

yang ditetapkan. 

Mutu produk dan 

proses sudah 

distandarisasi dan 

dilakukan 

pengujian secara 

berkala secara 

internal. 

Penjaminan mutu 

produk dan proses 

sudah distandarisasi 

serta dilakukan 

pengukuran/pengujian 

secara berkala oleh 

tenaga yang 

bersertifikat. 

Penjaminan mutu 

produk dan proses 

dilakukan 

terstandarisasi dan 

berkala oleh tenaga 

ahli bersertifikat 

serta didukung oleh 

teknologi informasi 

berbasis internet. 

4. Standar 

operasional 

prosedur (SOP) 

pelayanan 

perangkat 

daerah 

Tidak ada 

definisi resmi 

proses 

pelaksanaan 

pekerjaan pada 

perangkat 

daerah. 

Definisi proses 

organisasi sudah 

dituangkan dalam 

standar operasi 

prosedur (SOP) 

Definisi proses 

organisasi sudah 

dituangkan ke 

dalam SOP dan 

telah dilakukan 

evaluasi berkala 

Definisi proses 

organisasi sudah 

dituangkan dalam SOP, 

sudah dievaluasi secara 

berkala dan dilakukan 

tindak lanjut terhadap 

hasil evaluasi 

Definisi proses 

organisasi sudah 

dituangkan dalam 

SOP dan sudah 

dilakukan evaluasi 

serta tindak lanjut, 

kemudian 
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No Variabel 
Indikator 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 

terhadap 

penerapan SOP. 

penerapan SOP berupa 

Tindakan koreksi atau 

perbaikan SOP. 

disesuaikan dengan 

kebutuhan/keluhan 

pelanggan serta 

didukung oleh 

teknologi berbasis 

internet. 

5. Pendidikan dan 

pelatihan 

aparatur 

Belum ada 

dokumen resmi 

rencana 

kebutuhan 

pendidikan dan 

pelatihan pada 

perangkat 

daerah yang 

bersangkutan. 

Dokumen rencana 

kebutuhan 

pengembangan 

pegawai sudah 

tersusun secara 

parsial untuk 

jabatan tertentu. 

Dokumen rencana 

kebutuhan 

pengembangan 

pegawai disusun 

untuk seluruh 

jabatan. 

Rencana 

pengembangan 

pegawai dievaluasi 

secara regular dan 

seluruh pengembangan 

pegawai sudah 

dilaksanakan seusai 

dengan dokumen 

rencana 

pengembangan 

pegawai yang sudah 

ditetapkan. 

Hasil (outcome) 

pengembangan 

pegawai dievaluasi 

secara regular 

sebagai umpan 

balik. 

6. Analisis 

kebijakan dan 

pemecahan 

masalah tugas 

perangkat 

daerah 

Analisis 

kebijakan dan 

pemecahan 

masalah 

dilakukan 

secara 

sederhana dan 

dengan metode 

yang tidak 

terukur. 

Analisis kebijakan 

yang berdampak 

ke publik 

dilakukan oleh tim 

internal perangkat 

daerah yang 

bersangkutan. 

Analis kebijakan 

dan pemecahan 

masalah yang 

berdampak ke 

publik dilakukan 

menggunakan 

metode/teknik 

ilmiah oleh tim 

internal dengan 

melibatkan instansi 

pemerintah terkait. 

Analisis kebijakan dan 

pemecahan masalah 

yang bersifat 

strategis/berdampak ke 

publik melibatkan tim 

ahli. 

Analisis kebijakan 

dan pemecahan 

masalah 

strategis/berdampak 

ke publik melibatkan 

tim ahli dengan 

melakukan 

konsultasi publik dan 

analisis umpan balik 

yang terukur dan 

terdokumentasi. 

7. Manajemen 

sumber daya 

peralatan dan 

perlengkapan 

kerja yang 

terukur 

Penggunaan 

sumber daya 

dilakukan 

hanya 

berdasarkan 

ketentuan 

formal yang 

berlaku. 

Penentuan 

penggunaan input 

proyek dilakukan 

berdasarkan 

analisis kebutuhan 

bahan/sumber 

daya yang sudah 

ditetapkan. 

Analisis kebutuhan 

input/sumber daya 

proyek sudah 

distandarisasi 

dengan proses uji 

coba secara 

terbuka dan 

menggunakan 

metode ilmiah. 

Penyediaan sumber 

daya dalam 

pelaksanaan proyek 

dimonitor secara ketat 

berdasarkan standar 

input sumber daya, 

SOP dan prosedur 

penjaminan mutu 

produk. 

Penyediaan sumber 

daya dan 

pelaksanaan proyek 

dimonitor secara 

ketat berdasarkan 

SOP dan prosedur 

penjaminan mutu 

produk dan 

didukung oleh 

teknologi informasi 

berbasis internet. 

8. Manajemen 

resiko 

pelaksanaan 

tugas aparatur 

Belum ada 

manajemen 

resiko dalam 

pelaksanaan 

tugas pada 

perangkat 

daerah. 

Sudah ada 

sebagaian 

pegawai yang 

melakukan 

analisis resiko 

dalam 

pelaksanaan 

tugasnya, namun 

Perangkat daerah 

sudah menetapkan 

prosedur 

pengelolaan resiko 

dalam pelaksanaan 

tugas tertentu yang 

dipandang 

mempunyai resiko 

tinggi. 

Perangkat daerah 

sudah menetapkan 

prosedur pengelolaan 

resiko untuk seluruh 

tugas pada perangkat 

daerah yang 

bersangkutan, namun 

belum dilakukan 

evaluasi secara berkala. 

Perangkat daerah 

sudah menetapkan 

prosedur 

pengelolaan resiko 

dalam pelaksanaan 

tugas serta semua 

resiko dapat 

dikendalikan tanpa 

ada kerugian baik 
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No Variabel 
Indikator 

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat 5 

hanya bersifat 

individu. 

bagi pegawai 

maupun instansi. 

9. Pengukuran 

kinerja 

perangkat 

daerah dan 

aparatur 

Belum ada 

target/rencana 

kinerja kinerja 

perangkat 

daerah yang 

terukur. 

Sudah ada target 

kinerja perangkat 

daerah, tapi 

belum konsisten 

mengacu 

dokumen 

perencanaan 

daerah. 

Sudah ada target 

kinerja perangkat 

daerah yang 

konsisten dengan 

dokumen 

perencanaan. 

Target kinerja 

perangkat daerah 

sudah dilakukan 

pengukuran 

pencapaiannya. 

Pencapaian target 

kinerja perangkat 

daerah sudah diukur 

dan sudah tercapai 

dengan baik (di atas 

90%) serta telah 

dilakukan evaluasi 

pencapaian target 

kinerja serta 

didukung dengan 

teknologi informasi. 

10. Pengembangan 

inovasi layanan 

perangkat 

daerah 

Belum ada 

rencana 

pengembangan 

produk yang 

akan dilakukan 

secara 

sistematis. 

Pengembangan 

produk dilakukan 

dengan 

mengadopsi 

inovasi yang 

dikembangkan 

oleh daerah lain 

(replikasi inovasi) 

Telah disusun 

rencana 

pengembangan 

inovasi baik jenis, 

mutu maupun 

metodenyaa. 

Telah ada inovasi yang 

dikembangkan sendiri 

oleh perangkat daerah 

yang bersangkutan. 

Perangkat daerah 

sudah mempunyai 

program pengkajian 

dan inovasi secara 

terencana dan 

berkelanjutan. 

11. Budaya 

organisasi 

perangkat 

daerah 

Belum ada 

budaya 

organisasi pada 

perangkat 

daerah. 

Sudah ada slogan-

slogan yang 

menggambarkan 

nilai organisasi 

pada perangkat 

daerah yang 

bersangkutan. 

Sudah ada 

dokumen budaya 

organisasi yang 

resmi 

menggambarkan 

nilai-nilai, sikap dan 

perilaku di 

perangkat daerah 

yang 

bersangkutan. 

Sudah ada program 

internalisasi budaya 

organisasi yang 

berkelanjutan 

berdasarkan dokumen 

resmi. 

Budaya organisasi 

sudah tercermin 

dalam sikap dan 

perilaku pegawai 

pada perangkat 

daerah yang 

bersangkutan 

berdasarkan hasil 

evaluasi secara rutin 

dan berkelanjutan. 

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

 

Selanjutnya, penilaian kematangan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi 

pendukung sesuai dengan indikator kematangan organisasi yang dapat berupa dokumen 

kebijakan (perda, perkada, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan 

tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dan lain sebagainya), atau data 

dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Selain itu, kematangan perangkat 

daerah juga dilakukan dengan memberikan skor berurutan pada masing tingkatan yaitu 

antara 1-5, sesuai dengan indikator level mana yang sudah terpenuhi. Dari penjumlahan 

skor tersebut, maka perangkat daerah dapat dikelompokkan tingkat kematangannya 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor yang diperoleh antara 10-19. 

2. Tingkat Kematangan Rendah jika skor yang diperoleh antara 19.1-28. 

3. Tingkat Kematangan Sedang jika skor yang diperoleh antara 28.1-37. 
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4. Tingkat Kematangan Tinggi jika skor yang diperoleh antara 37.1-46. 

5. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor yang diperoleh 46.1-55. 

 

Pada tahapan selanjutnya, nilai kematangan organisasi bagi pemerintahan daerah diukur 

dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, 

kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah, sebagai berikut: 

 

KOD=
𝑇𝑁𝑃𝐷

𝐽𝑃𝐷
 

 

KOD = Kematangan Organisasi Daerah 

TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah 

JPD = Jumlah Perangkat Daerah 

 

Penghargaan 

Pemerintah daerah kategori daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daeah kota yang 

memperoleh nilai agregat kematangan organisasi perangkat daerah tertinggi dapat 

diberikan penghargaan. Penghargaan pada level pemerintah provinsi akan diberikan 

kepada 3 (tiga) provinsi dengan nilai tertinggi, pada tingkat pemerintah kota diberikan 

penghargaan pada 5 (lima) daerah dengan nilai tertinggi, dan diberikan 10 (sepuluh) 

penghargaan bagi pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh nilai kematangan 

daerah tertinggi. 

 

Namun demikian, untuk memperoleh penghargaan ini terdapat dua persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah, yaitu: 
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Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

Gambar 2.5. Syarat Memperoleh Penghargaan Nilai Kematangan Organisasi 

 

Evaluasi Perangkat Daerah 

Dalam rangka mendukung efektivitas penataan kelembagaan perangkat daerah, 

Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah juga mengamanatkan untuk melaksanakan evaluasi perangkat daerah 

2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, 

baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan 

jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Adapun evaluasi yang 

dilakukan meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi 

perangkat daerah. 

 

Evaluasi pada aspek produktivitas dan efisiensi struktur dilakukan dengan cara: (a) 

Identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV lini, yang 

menghasilkan layanan kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di luar 

tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, 

pengelolaan kepegawaian, koordinasi internal, pengelolaan asset, peningkatan 
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kompetensi, surat menyurat dan arsip unit kerja, dan tugas administrasi lainnya; (2) 

Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan 

tugas yang menghasilkan layanan utama; (3) Sepakati durasi setiap pelaksanaan tugas 

layanan utama; (4) Temukan bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil 

pelaksanaan tugas; dan (5) Kalikan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas. 

 

Sedangkan evaluasi pada aspek struktur organisasi terdiri atas: (1) Besaran organisasi, 

yang dilakukan dengan membandingkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan 

tipe perangkat daerah; (2) Susunan Perangkat Daerah, untuk membandingkan susunan 

perangkat daerah yang diperbolehkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan perangkat daerah yang dibentuk oleh daerah; (3) Pewadahan dan Perumpunan; 

(4) Tugas dan Fungsi; dan (5) Tata Kerja Perangkat Daerah. 

 

 



22 
 

BAB III 
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN SELURUH PERANGKAT DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 
 
A. Analisis Ketersedian Data Pendukung Kematangan Perangkat Daerah 
Setelah pengisian kuesioner kematangan oleh perangkat daerah, tahapan berikutnya 
adalah konfirmasi data pendukung yang dimiliki oleh masing-masing perangkat 
daerah. Tercatat dari 40 perangkat daerah, tersisa dua perangkat daerah yang tidak 
mengisi kuesioner kematangan dan tidak melakukan konfirmasi data melalui 
wawancara, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kecamatan Samarinda 
Utara. 

 
Selanjutnya, sebanyak 13 perangkat daerah atau sebesar 33% telah memiliki data 
pendukung yang lengkap. Adapun, lima perangkat daerah lainnya tercatat tidak 
menyerahkan data pendukung (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga 
Kerja, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, serta 
Kecamatan Palaran) namun empat variabelnya telah distandarkan sehingga dianggap 
telah memiliki 4 data dukung variabel dari 11 variabel yang ada. Kondisi ini 
menggambarkan bahwa sebagian besar perangkat daerah kurang bisa memberikan 
bukti dukung. 
 
Berdasarkan data dukung yang telah ada, diharapkan perangkat daerah dapat 
melakukan pendokumentasian dengan lebih baik terhadap seluruh data pendukung 
terkait tata laksana, kebijakan dan prosedur, mutu layanan, inovasi serta budaya 
organisasi. 

 
Tabel 3.1 Kelengkapan Bukti Dukung Kematangan Perangkat Daerah 

NO PERANGKAT DAERAH 

STATUS 

(FORM + 

WAWANCARA) 

BUKTI DUKUNG 

1. Sekretariat Daerah √ Lengkap 

2. 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah 
√ Lengkap 

3. Inspektorat √ 8 dari 11 variabel 

4. Satuan Polisi Pamong Praja √ Lengkap 

5. Dinas Kesehatan √ Lengkap 

6. Dinas Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

√ 8 dari 11 variabel 

7. Dinas Lingkungan Hidup √ 9 dari 11 variabel 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

√ Lengkap 

9. Dinas Perhubungan √ Lengkap 

10. Dinas Komunikasi dan Informatika √ Lengkap 

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

√ Lengkap 
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NO PERANGKAT DAERAH 

STATUS 

(FORM + 

WAWANCARA) 

BUKTI DUKUNG 

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 
√ 6 dari 11 variabel 

13. Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

√ 8 dari 11 variabel 

14. Dinas Perikanan √ 10 dari 11 variabel 

15. Dinas Perdagangan √ 9 dari 11 variabel 

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

√ 10 dari 11 variabel 

17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan √ 9 dari 11 variabel 

18. Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan 

√ 8 dari 11 variabel 

 

19. Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

√ Lengkap 

20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian √ 10 dari 11 variabel 

21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah 

dan Perindustrian 

√ Lengkap 

22. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata √ 10 dari 11 variabel 

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan √ 8 dari 11 variabel 

24. Dinas Tenaga Kerja √ 4 dari 11 variabel 

25. Badan Pendapatan Daerah √ Lengkap 

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah √ 6 dari 11 variabel 

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik √ 8 dari 11 Variabel 

28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah 

√ 9 dari 11 Variabel 

29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

√ 10 dari 11 variabel 

30. Badan Perencanaan Pembangunan Riset 

dan Inovasi Daerah 
√ 8 dari 11 variabel 

31. Kecamatan Sungai Kunjang √ 9 dari 11 variabel 

32. Kecamatan Samarinda Ulu √ Lengkap 

33. Kecamatan Samarinda Utara - 4 dari 11 variabel 

34. Kecamatan Samarinda Ilir √ 7 dari 11 variabel 

35. Kecamatan Samarinda Seberang √ 4 dari 11 variabel 

36. Kecamatan Palaran √ 4 dari 11 variabel 

37. Kecamatan Samarinda Kota √ 9 dari 11 variabel 

38. Kecamatan Loa Janan Ilir √ Lengkap 

39. Kecamatan Sambutan √ 8 dari 11 variabel 

40. Kecamatan Sungai Pinang √ 10 dari 11 variabel 
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B. Analisis Capaian Kematangan Kelembagaan 
Berdasarkan hasil analisis capaian kematangan kelembagaan yang telah dilakukan 
diketahui bahwa secara umum tingkat kematangan perangkat daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Samarinda berada pada level tinggi. Sebanyak tiga puluh dua 
perangkat daerah atau sebesar 80% nilai kematangan perangkat daerah berada 
dikisaran 38-46, atau masuk kategori Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata 
laksana (proses bisnis), budaya organisasi dan inovasi perangkat daerah sudah baik, 
bahkan pada enam perangkat daerah sudah sangat baik, karena tingkat 
kematangannya berada pada kategori Sangat Tinggi. Adapun keenam perangkat 
daerah yang masuk kategori Sangat Tinggi adalah Inspektorat; Dinas Perhubungan; 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah; serta Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. 
 
Selanjutnya, agregat nilai perangkat daerah menjadi gambaran tingkat kematangan 
organisasi bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Setelah dijumlahkan dan di rata-
ratakan, nilai kematangan organisasi Pemerintah Kota Samarinda berada di angka 
42,58 atau masuk dalam kategori Kematangan Tinggi. 
 
Meskipun mayoritas perangkat daerah sudah berada pada kategori Tinggi, namun 
masing-masing perangkat daerah juga tetap harus memberikan perhatian terhadap 
variabel yang belum berada pada angka maksimal, khususnya bagi perangkat daerah 
yang nilainya masih berada pada nilai terendah di kategori Kematangan Tinggi. 
Selanjutnya perhatian khusus juga harus diberikan kepada perangkat daerah yang 
nilai kematangannya berada pada kategori Sedang dan Rendah, yakni Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan; serta Kecamatan Samarinda Utara.  
 
Langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang tingkat 
kematangannya masih rendah salah satunya adalah dengan melakukan studi tiru 
terhadap perangkat daerah yang sudah masuk dalam kategori kematangan Sangat 
Tinggi. Studi tiru ini dapat dimulai dengan mempelajari dokumentasi proses, kebijakan 
dan prosedur yang digunakan oleh perangkat daerah dengan kematangan tinggi, 
untuk kemudian disesuaikan pelaksanaannya dengan konteks dan kebutuhan dari 
perangkat daerah masing-masing. 
 

Tabel 3.2. Tingkat Kematangan Perangkat Daerah 

NO. PERANGKAT DAERAH 
TINGKAT 

KEMATANGAN 
TOTAL 
NILAI 

1 Inspektorat Sangat Tinggi 52 

2 Dinas Perhubungan Sangat Tinggi 52 

3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangat Tinggi 51 

4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sangat Tinggi 50 

5 Sekretariat Daerah  Sangat Tinggi 48 

6 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sangat Tinggi 48 

7 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tinggi 46 

8 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tinggi 46 

9 Kecamatan Samarinda Ulu Tinggi 46 
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NO. PERANGKAT DAERAH 
TINGKAT 

KEMATANGAN 
TOTAL 
NILAI 

10 Dinas Perikanan Tinggi 45 

11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tinggi 45 

12 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tinggi 44 

13 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tinggi 44 

14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tinggi 44 

15 Kecamatan Loa Janan Ilir Tinggi 44 

16 Kecamatan Sambutan Tinggi 44 

17 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tinggi 43 

18 Kecamatan Samarinda Ilir Tinggi 43 

19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi 42 

20 Dinas Tenaga Kerja Tinggi 42 

21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tinggi 42 

22 Kecamatan Palaran Tinggi 42 

23 Kecamatan Samarinda Seberang Tinggi 42 

24 Satuan Polisi Pamong Praja Tinggi 41 

25 Dinas Komunikasi dan Informatika Tinggi 41 

26 Badan Pendapatan Daerah Tinggi 41 

27 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tinggi 40 

28 Dinas Kesehatan Tinggi 40 

29 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tinggi 40 

30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tinggi 40 

31 Kecamatan Samarinda Kota Tinggi 40 

32 Kecamatan Sungai Kunjang Tinggi 40 

33 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tinggi 40 

34 Dinas Perdagangan Tinggi 39 

35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tinggi 39 

36 Dinas Lingkungan Hidup Tinggi 38 

37 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

Tinggi 38 

38 Kecamatan Sungai Pinang Tinggi 38 

39 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sedang 36 

40 Kecamatan Samarinda Utara Rendah 27 

RATA-RATA TINGGI 42.58 

 
C. Analisis Capaian Variabel Kematangan Kelembagaan 
Selain melihat capaian kematangan perangkat daerah, analisis ini juga mencoba 
melihat kondisi perangkat daerah pada 11 variabel kematangan. Pada variabel satu 
dan dua, seluruh perangkat daerah telah mencapai nilai optimal. Hal ini dikarenakan 
seluruh perangkat daerah telah menggunakan aplikasi penunjang E-Planning, yakni 
SIMDA, serta aplikasi penunjang E-Controlling, yakni E-Tepian dan E-Dalev. Melalui 
aplikasi tersebut seluruh pencapaian kinerja perangkat daerah dapat termonitoring 
dengan baik, serta pengendalian pelaksanan tugas dapat dilakukan secara optimal. 

 
Selanjutnya, pada variabel ketiga, mayoritas perangkat daerah atau sebanyak 85% 
berada pada tingkat III. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu produk serta 
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proses yang dilakukan oleh perangkat daerah sudah terstandarisasi secara internal. 
Selain itu dokumen standar yang digunakan oleh perangkat daerah dalam melakukan 
proses kerja maupun pemberian layanan, yakni antara lain Standar Pelayanan (SP) 
serta Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dimiliki oleh sebagian besar perangkat 
daerah. Kedepan, untuk meningkatkan mutu layanan, perangkat daerah juga dapat 
melakukan pengujian terhadap standar mutu produk serta proses yang telah 
ditetapkan dengan menggunakan pengujian tenaga ahli bersertifikat seperti 
ISO/Akreditasi dari Lembaga yang kompeten. 
 
Pada variabel berikutnya, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan 
Perangkat Daerah, terlihat bahwa 15 perangkat daerah atau sebanyak 38% telah 
memiliki SOP yang dievaluasi secara berkala serta ditampilkan pada official website 
perangkat daerah tersebut. Adapun perangkat daerah lainnya cukup bervariasi, ada 
yang berada pada tingkat IV, III, II dan I. Perangkat daerah yang belum mencapai 
angka optimal, biasanya dikarenakan belum dievaluasinya SOP Pelayanan secara 
berkala serta belum ditetapkan secara resmi. Selain itu juga sebagian besar perangkat 
daerah belum mempublikasikan SOP layanan mereka dalam official website perangkat 
daerah. 
 
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur merupakan variabel kelima dalam mengukur 
kematangan perangkat daerah. Pada variabel ini yang dinilai adalah sejauh mana 
perencanaan serta pelaksanaan diklat telah dilakukan oleh perangkat daerah. Dari 
hasil analisis terlihat bahwa mayoritas perangkat daerah berada pada Level II dan III. 
Untuk meningkatkan level OPD diperlukan penyusunan rencana kebutuhan 
pengembangan pegawai untuk seluruh jabatan, serta monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan diklat. 

 
Kemudian pada variabel kematangan keenam, yakni Analisis Kebijakan dan 
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah, baru 13 perangkat daerah atau sebesar 
33% berada pada angka optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam menganalisis 
kebijakan serta menyusun pemecahan masalah yang berdampak ke publik, mayoritas 
perangkat daerah yang berada pada level II dan I perlu menggunakan metode teknik 
ilmiah dengan melibatkan instansi pemerintah terkait. Selanjutnya, untuk meningkat 
level yang lebih tingi, yakni level IV atau V, perangkat daerah perlu melibatkan Tim 
Ahli eksternal dalam menganalisi kebijakan strategis yang berdampak bagi publik. 
 
Variabel selanjutnya yakni variabel Manajemen Sumber Daya Yang Terukur (Variabel 
7) dan Variabel Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur (Variabel 9) pada 
seluruh perangkat daerah telah mencapai nilai optimal. Hal ini dikarenakan seluruh 
perangkat daerah telah menggunakan aplikasi SINJAB dalam memonitor kebutuhan 
SDM serta penggunaan aplikasi E-Kinerja dalam pengukuran tingkat capaian kinerja. 
Selain itu sebagian besar perangkat daerah capaian kinerjanya berada diatas 90%, 
kecuali Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; Sekretariat DPRD; 
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi; serta Badan Pendapatan Daerah 
yang capaian kinerjanya <90%. 

 
Pada variabel ke delapan yakni Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur, 
mayoritas perangkat daerah atau sebanyak 60% berada pada level III. Untuk 
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meningkatkan level OPD ke level IV diperlukan upaya pemenuhan kelengkapan 
dokumen register resiko seluruh tugas sesuai tujuan sasaran renstra serta 
pemantauan dan evaluasi secara berkala.  
 
Selanjutnya, pada variabel kesepuluh yakni Pengembangan Inovasi pelayanan 
Perangkat Daerah, terpantau bahwa sebagian besar perangkat daerah telah memiliki 
rencana pengembangan inovasi, hanya tersisa tujuh perangkat daerah (17%) yang 
berada pada level II dan dua perangkat daerah (5%) yang berada pada level I. Agar 
kematangan perangkat daerah dari sisi inovasi dapat naik level, perangkat daerah 
yang berada pada level I dan II harus menyusun rencana pengembangan inovasi serta 
mendokumentasikan pelaksanaan inovasi yang telah berjalan. 
 
Variabel yang terakhir adalah Budaya Organisasi Perangkat Daerah. Pada variabel 
kesebelas ini, posisi perangkat daerah hampir merata diseluruh level, namun jumlah 
terbanyak berada di level II, yakni sebanyak 13 perangkat daerah atau sebesar 32%. 
Untuk meningkatkan level OPD pada variabel budaya organisasi, maka perlu 
diupayakan pemenuhan dokumen penetapan nilai budaya internal perangkat daerah, 
sosialisasi nilai budaya organisasi serta evaluasi berkala terhadap penerapan. 
Harapannya program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan dapat 
berdampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku pegawai.  
 

Tabel 3.3 Posisi Perangkat Daerah Pada Setiap Variabel Kematangan Perangkat 
Daerah 

No VARIABEL TINGKAT JUMLAH PERANGKAT DAERAH 

1 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 

I  

II  

III  

IV  

V  
(100%) 

SETWAN; SATPOL PP; DINKES; DLH; 
DISDUKCAPIL; DISHUB; DISKOMINFO; 

DPMPTSP; DP3A; DPPKB; DISKAN; 
DISDAG; DPUPR; DISDIKBUD; DPK; 

DINSOS; DINKETAPANG; 
DISKOPUMKM; DISPORAPAR; 

DISPUSIP; DISNAKER; BAPENDA; BPBD; 
KESBANGPOL; BPKAD; BKPSDM; 

BAPPERIDA; KEC SUNGAI KUNJANG; 
KEC SMD ULU; KEC SMD UTARA; KEC 
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC LOA 

JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; DPK; KEC 
SUNGAI PINANG; SETDA; KEC SAMSEB; 
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD 

ILIR 
    

2 

MONITORING DAN 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
PERANGKAT DAERAH 

I  

II  

III  

IV  
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No VARIABEL TINGKAT JUMLAH PERANGKAT DAERAH 

V  
(100%) 

SETWAN; SATPOL PP; DINKES; DLH; 
DISDUKCAPIL; DISKOMINFO; 

DPMPTSP; DP3A; DPPKB; DISHUB; 
DISKAN; DISDAG; DPUPR; DISDIKBUD; 

DINSOS; DINKETAPANG; 
DISKOPUMKM; DISPORAPAR; 

DISPUSIP; DISNAKER; BAPENDA; BPBD; 
KESBANGPOL; BPKAD; BKPSDM; 

BAPPERIDA; KEC SUNGAI KUNJANG; 
KEC SMD ULU; KEC SMD UTARA; KEC 
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC LOA 

JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; DPK; KEC 
SUNGAI PINANG; SETDA; KEC SAMSEB; 
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD 

ILIR 
    

3 
PENJAMINAN MUTU 
LAYANAN PERANGKAT 
DAERAH 

I  
(5%) 

KEC SMD UTARA 

II  

III  
(85%) 

SETWAN; DINKES; SATPOL PP; DLH; 
DISKOMINFO; DP3A; DPPKB; DISKAN; 

DPUPR; DINSOS; DINKETAPANG; 
DISKOPUMKM; DISPORAPAR; 

DISPUSIP; DISNAKER; DISDIKBUD; 
BAPENDA; BPBD; KESBANGPOL; 

BPKAD; BKPSDM; BAPPERIDA; KEC 
SUNGAI KUNJANG; KEC SMD ULU; KEC 
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC LOA 

JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; DPK; KEC 
SUNGAI PINANG; SETDA; KEC SAMSEB; 
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD 

ILIR 

IV  
(5%) 

DPMPTSP; DISDAG 

V 
 (5%) 

DISDUKCAPIL; DISHUB 
    

4 

STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR (SOP) 
PELAYANAN PERANGKAT 
DAERAH 

I  
(5%) 

KEC SMD UTARA 

II 
 (10%) 

KEC LOA JANAN ILIR; DP3A; DPK 

III 
 (23%) 

DINKES; DISDAG; DISKOMINFO; 
DPUPR; BAPPERIDA; BAPENDA; BPBD; 

KESBANGPOL; KEC SMD ULU; KEC 
SUNGAI PINANG 

IV  
(25%) 

DISKAN; DISKOPUMKM; DISPUSIP; 
DISNAKER; DISDIKBUD; KEC PALARAN; 

KEC SAMBUTAN; KEC SUNGAI 
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No VARIABEL TINGKAT JUMLAH PERANGKAT DAERAH 

KUNJANG; KEC SAMSEB; DISPORAPAR; 
DISPERKIM 

V 
 (37%) 

SETWAN; SATPOL PP; DLH; 
DISDUKCAPIL; DISHUB; DPMPTSP; 
DINSOS; DINKETAPANG; DPPKB; 
BPKAD; BKPSDM; KEC SMD KOTA; 

SETDA; INSPEKTORAT; KEC SMD ILIR 
    

5 
PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN APARATUR 

I  
(15%) 

DISKOMINFO; DISDAG; DISDIKBUD; 
KEC SMD UTARA; KEC SUNGAI PINANG 

II 
 (38%) 

SATPOL PP; DLH; DPMPTSP; DPPKB; 
DISKAN; DPUPR; DINSOS; 

DINKETAPANG; DISPUSIP; BAPPERIDA; 
BPBD; KESBANGPOL; BKPSDM; KEC 
SMD KOTA; BPKAD; KEC SMD ILIR 

III 
 (35%) 

SETWAN; DINKES; DISDUKCAPIL; 
DISPORAPAR; DISNAKER; BAPENDA; 

KEC SUNGAI KUNJANG; KEC PALARAN; 
KEC SAMBUTAN; DP3A; DPK; KEC 

SAMSEB; DISPERKIM; SETDA 

IV  
(10%) 

DISHUB; DISKOPUMKM; KEC SMD ULU; 

V 
 (2%) 

KEC LOA JANAN ILIR; INSPEKTORAT 
    

6 

ANALISIS KEBIJAKAN 
DAN PEMECAHAN 
MASALAH TUGAS 
PERANGKAT DAERAH 

I  
(10%) 

DLH; DISDIKBUD; BKPSDM; KEC SMD 
UTARA 

II 
 (12) 

DPPKB; KEC SUNGAI KUNJANG; KEC 
PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC SUNGAI 

PINANG 

III 
 (20%) 

SATPOL PP; DISDAG; DISNAKER; 
DISPORAPAR; KESBANGPOL; KEC LOA 
JANAN ILIR; KEC SAMSEB; KEC SMD 

ILIR 

IV 
 (25%) 

SETWAN; DINKES; DISKOMINFO; 
DINKETAPANG; DISKOPUMKM; 

BAPENDA; BPKAD; KEC SAMBUTAN; 
DP3A; DPK 

V 
 (33%) 

DISDUKCAPIL; DISHUB; DPMPTSP; 
DISKAN; DPUPR; DINSOS; DISPUSIP; 

BPBD; BAPPERIDA; KEC SMD ULU; 
SETDA; DISPERKIM; INSPEKTORAT 

    

7 

MANAJEMEN SUMBER 
DAYA PERALATAN DAN 
PERLENGKAPAN KERJA 
YANG TERUKUR 

I  

II  

III  

IV  
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No VARIABEL TINGKAT JUMLAH PERANGKAT DAERAH 

V  
(100%) 

SETWAN; SATPOL PP; DINKES; DLH; 
DISDUKCAPIL; DISHUB; DISKOMINFO; 
DPMPTSP; DPPKB; DISKAN; DISDAG; 

DPUPR; DISDIKBUD; DINSOS; 
DINKETAPANG; DISKOPUMKM; 

DISPORAPAR; DISPUSIP; DISNAKER; 
BAPENDA; BPBD; KESBANGPOL; 

BPKAD; BKPSDM; BAPPERIDA; KEC 
SUNGAI KUNJANG; KEC SMD ULU; KEC 
SMD UTARA; KEC PALARAN; KEC SMD 

KOTA; KEC LOA JANAN ILIR; KEC 
SAMBUTAN; DP3A; DPK; KEC SUNGAI 

PINANG; SETDA; KEC SAMSEB; 
DISPERKIM; INSPEKTORAT; KEC SMD 

ILIR 
    

8 
MANAJEMEN RESIKO 
PELAKSANAAN TUGAS 
APARATUR 

I  
(7%) 

DLH;KEC SMD UTARA 

II 
 (7%) 

DP3A; DISPUSIP; DISDIKBUD; BPKAD 

III 
 (61%) 

SATPOL PP; DINKES; DISDUKCAPIL; 
DISKOMINFO; DISDAG; DINKETAPANG; 

DISPORAPAR; DISNAKER; BAPENDA; 
BPBD; KESBANGPOL; BKPSDM; KEC 

SUNGAI KUNJANG; DPUPR; KEC SMD 
ULU; KEC PALARAN; KEC SMD KOTA; 
KEC SAMBUTAN; DPK; KEC SUNGAI 

PINANG; SETDA; KEC SAMSEB; 
DISPERKIM; KEC SMD ILIR 

IV  
(20%) 

SETWAN; DISHUB; DPMPTSP; DPPKB; 
DINSOS; DISKOPUMKM; BAPPERIDA; 

KEC LOA JANAN ILIR; 

V 
 (5%) 

DISKAN; INSPEKTORAT 
    

9 
PENGUKURAN KINERJA 
PERANGKAT DAERAH 
DAN APARATUR 

I  

II  

III  

IV  
(10%) 

SETWAN; DISKOPUMKM; BAPPERIDA; 
KEC SMD ULU; 

V 
 (90%) 

SATPOL PP; DINKES; DLH; 
DISDUKCAPIL; DISHUB; DISKOMINFO; 
DPMPTSP; DPPKB; DISKAN; DISDAG; 

DPUPR; DISDIKBUD; DINSOS; 
DINKETAPANG; DISPORAPAR; 

DISPUSIP; DISNAKER; BAPENDA; BPBD; 
KESBANGPOL; BPKAD; BKPSDM; KEC 
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No VARIABEL TINGKAT JUMLAH PERANGKAT DAERAH 

SUNGAI KUNJANG; KEC SMD UTARA; 
KEC PALARAN; KEC SMD KOTA; KEC 
LOA JANAN ILIR; KEC SAMBUTAN; 
DP3A; DPK; KEC SUNGAI PINANG; 
SETDA; KEC SAMSEB; DISPERKIM; 

INSPEKTORAT; KEC SMD ILIR 
    

10 
PENGEMBANGAN 
INOVASI LAYANAN 
PERANGKAT DAERAH 

I 
(5%) 

KEC SMD UTARA 

II 
(17%) 

DINKES; DISDAG; DISDIKBUD; 
BAPENDA; BPBD; KESBANGPOL; 

BKPSDM 

III 
(15%) 

DISPORAPAR; SETWAN; SATPOL PP; 
DPPKB; KEC PALARAN; DPK; KEC SMD 

KOTA 

IV 
(41%) 

DLH; DISHUB; DISKOMINFO; DPUPR; 
DINKETAPANG; DISKOPUMKM; 

DISPUSIP; DISNAKER; BPKAD; KEC 
SUNGAI KUNJANG; KEC LOA JANAN 
ILIR; KEC SAMBUTAN; DP3A; KEC 

SUNGAI PINANG; KEC SAMSEB; KEC 
SMD ILIR 

V 
(22%) 

DISDUKCAPIL; DPMPTSP; DISKAN; 
DINSOS; BAPPERIDA; KEC SMD ULU; 
SETDA; DISPERKIM; INSPEKTORAT 

    

11 
BUDAYA ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH 

I 
(15%) 

DPPKB; DISKAN; KEC SUNGAI 
KUNJANG; KEC SMD UTARA; 

DISPORAPAR  

II 
(31%) 

SATPOL PP; DINKES; DLH; DINSOS; 
DISPUSIP; DISNAKER; BPBD; BKPSDM; 

DP3A; BPKAD; KEC SMD KOTA; KEC 
SUNGAI PINANG; KEC SAMSEB 

III 
(27%) 

SETWAN; DISKOMINFO; DISDAG; 
DINKETAPANG; DISKOPUMKM; 

DISDIKBUD; BAPENDA; KESBANGPOL; 
KEC SMD ULU; KEC LOA JANAN ILIR; 

KEC SAMBUTAN; KEC SMD ILIR 

IV 
(12%) 

DPUPR; KEC PALARAN; SETDA; 
DISPERKIM; INSPEKTORAT 

V 
(15%) 

DISDUKCAPIL; DISHUB; DPMPTSP; 
BAPPERIDA; DPK 
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D. Uraian Pencapaian Kematangan Kelembagaan Masing-Masing Perangkat 

Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda 
 
1. Sekretariat Daerah 
 
Sekretariat Daerah memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
SANGAT TINGGI dengan nilai total 48. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 

 
 
 
Grafik radar diatas menunjukkan bahwa tujuh variabel memiliki nilai optimal, yakni 7. 
Adapun satu variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 3 variabel 
(27%) berada diangka 3, yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (variabel 
8); Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 5); serta Manajemen Risiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur (Variabel 8).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Sekretariat Daerah: 

Variabel 5 
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Sekretariat Daerah perlu menyusun rencana 
kebutuhan diklat secara komprehensif untuk 
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi 
secara reguler atas hasil pengembangan 
pegawai sebagai umpan balik 
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penyempurnaan pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkelanjutan 

Variabel 8  
(Manajemen Risiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

Sekretariat Daerah perlu melakukan evaluasi 
terhadap pengelolaan risiko secara berkala, 
serta memastikan semua risiko dapat 
dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi 
pegawai maupun instansi. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Sekretatariat Daerah sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Sekretatariat Daerah secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 
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Bukti Dukung: Sekretatariat Daerah telah melakukan e-controlling dengan 
menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Sekretariat Daerah sudah distandarisasi dan dilakukan 
pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung:Telah terdapat Dokumen SOP serta SP yang telah direvisi 
 

 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan Sekretariat Daerah dalam SOP, sudah 
dievaluasi secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi 
penerapan SOP berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP 
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Bukti Dukung: Telah terdapat Dokumen SOP yang telah dievaluasi, serta tersedia 
secara online 

 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 
Sekretariat Daerah Dokumen sudah menyusun rencana   kebutuhan   Dokumen   
rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan. 

Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam 
penganggaran 
 

 
 

 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 
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Bukti Dukung: Terdapat Dokumen Kebijakan yang melibatkan Tim Ahli eksetrnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Sekretariat Daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti Dukung: Sudah terapat Dokumen Analisis Risiko 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Sekretariat Daerah capaiannya diatas 90% 
 

 
 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   program pengkajian   dan inovasi  secara   
terencana  dan berkelanjutan. 

Bukti Dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan serta Rencana 
Pengembangan Inovasi ke depan 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4) 
Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan 
dokumen resmi. 

Bukti dukung: Terdapat Budaya Kerja Pemberian Penghargaan ASN AWARD serta 
Pedoman Kode Etik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
 
Sekretariat DPRD memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI 
dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran 
capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Sekretariat DPRD sudah optimal pada 4 
variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36.36%. Namun demikian, Sekretariat 
DPRD masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 3 (Penjaminan Mutu 
Layanan Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), Variabel 10 
(Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah) dan Variabel 11 (Budaya Organisasi 
Perangkat Daerah). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Sekretariat DPRD: 

Variabel 3 
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) 

Sekretariat DPRD perlu melakukan 
penjaminan mutu produk dan proses layanan 
yang terstandar serta dilakukan pengukuran/ 
pengujian secara berkala oleh tenaga yang 
bersertifikat (terakreditasi/ 

Variabel 11  
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

Sekretariat DPRD perlu menyusun program 
internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi 
hasil evaluasi rutin dan berkelanjutan. 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Sekretariat DPRD sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
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Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 
 

 
 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Sekretariat DPRD secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 

Cascading 
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 Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
 
 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SPP dan SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 

Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi dan penyampaian menggunakan 
teknologi informasi 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan 

Bukti dukung: Ada rencana kebutuhan diklat komprehensif 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli 

Bukti dukung:  
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi 
secara berkala 

Bukti dukung: Telah disusun RTP Sekretariat DPRD 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4) 

Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya. 

Bukti dukung: Ada target kinerja, sudah dilakukan pengukuran  
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. 

Bukti dukung:  

    
 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung:  

 
 
3. Inspektorat 
 
Inspektorat memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori SANGAT 
TINGGI dengan nilai total 52. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
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Grafik radar diatas menunjukkan bahwa sembilan variabel (82%) memiliki nilai optimal, 
yakni diangka 5. Adapun satu variabel berada diangka 4 yakni Budaya Organisasi 
Perangkat Daerah (variabel 11), sedangkan sisanya, yakni sebanyak 1 variabel  diangka 
3 yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Variabel 3). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Inspektorat: 

Variabel 3 
(Penjaminan Mutu Layanan 
Perangkat Daerah) 

Inspektorat perlu meningkatkan penjaminan 
mutu   produk   dan   proses   serta dilakukan 
terstandarisasi dan berkala oleh tenaga ahli 
bersertifikat serta didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Variabel 11 
(Budaya Organisasi) 

Inspektorat perlu melakukan monev budaya 
organisasi secara berkala yang digunakan 
sebagai rencana tindak lanjut perbaikan. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Inspektorat sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi 
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Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Inspektorat secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti Dukung: Inspektorat telah melakukan e-controlling dengan menggunakan 
E-Tepian dan E-Dalev 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Inspektorat sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian 
secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung: Telah terdapat dokumen SOP dan SP 

 
 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 
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Bukti dukung: SOP Inspektorat telah tersedia di website 

 
 
 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 5) 
Hasil  (outcome)  pengembangan  pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan 
balik. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung. 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 
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Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 5) 

Perangkat  Daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko dalam 
pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik 
bagi pegawai maupun instansi. 
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Bukti dukung: Telah terdapat dokumen register risiko di Inspektorat 

 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Inspektorat capaiannya diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 
Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   program pengkajian   dan inovasi  secara   
terencana  dan berkelanjutan. 

Bukti Dukung: Telah terdapat dokumen inovasi, rencana pengembangan inovasi, 
SK TIM Inovasi, serta bukti replikasi dari pemerintah daerah lainnya. 
 

 
 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan 
dokumen resmi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
4. Satuan Polisi Pamong Praja 
 
Satpol PP memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI 
dengan nilai total 41. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambarain 
capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa dari 11 variabel yang ada, 5 variabel atau 
sekitar 45% berada pada level tertinggi, yakni Perencanaan pembangunan Daerah, 
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; SOP pelayanan 
Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang 
Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Berdasarkan hasil 
penilaian pada masing-masing variabel tersebut, maka Satpol PP diharapkan dapat 
melakukan perbaikan pada variabel lainnya yang masih berada dibawah angka 5, 
khususnya pada 2 variabel terendah, yakni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 
5) serta Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Variabel 9). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Satpol PP: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Satpol PP perlu menyusun rencana kebutuhan 
diklat secara komprehensif untuk seluruh 
jabatan, serta melakukan evaluasi secara 
reguler atas hasil pengembangan pegawai 
sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 
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Variabel 9  
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

Perlu dibuat dokumen resmi program 
internalisasi budaya organisasi berkelanjutan 
serta melakukan evaluasi rutin secara berkala. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Satpol PP dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Satpol PP sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Satpol PP secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 
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Bukti Dukung: Satpol PP telah melakukan e-controlling dengan menggunakan E-
Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu Produk dan proses sudah distandarisasi serta dilakukan pengukuran/pengujian 
secara ebrkala oleh tenaga yang bersertifikat 

Bukti Dukung: telah terdapat Dokumen SOP serta SP yang telah direvisi, serta 
evaluasi kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi 
E-KIANPUAS 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet 

Bukti Dukung: telah terdapat Dokumen SOP serta tersedia SOP secara online 
 
 
 
 
 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu 

Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam 
penganggaran 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 
 

Bukti Dukung: Kerjasama lintas perangkat daerah di Lingkungan pemerintah Kota 
Samarinda, serta Nota kesepahaman dengan lintas instansi pemerintah 

 

 
 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  Daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti Dukung: Dokumen Analisis Risiko (Rencana Tindak pengendalian) 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Satpol PP capaiannya diatas 90% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



62 
 

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. 

 

Bukti Dukung: Dokumen proposal inovasi serta SK Tim Inovasi 
 

 
 

- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 
Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat slogan Sigap, Humanis dan Tegas yang tertuang di media 
sosial 
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5. Dinas Kesehatan 
 
DINAS KESEHATAN (DINKES) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 
 

 
 

 
Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DINAS KESEHATAN (DINKES) sudah 
optimal atau berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau 
mencapai 36.36%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan 
Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen 
Sumber Daya yang Terukur; dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. 
DINAS KESEHATAN (DINKES) masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 10 
(Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah) dan Variabel 11 (Budaya 
Organisasi Perangkat Daerah).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DINAS KESEHATAN (DINKES): 

Variabel 10  
(Pengembangan Inovasi Pelayanan 
Perangkat Daerah) 

DINAS KESEHATAN (DINKES) perlu menyusun 
rencana pengembangan inovasi baik jenis, 
mutu maupun metodenya. Selanjutnya perlu 
juga membuat inovasi yang dikembangkan 
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sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan, serta mempunyai program 
pengkajian dan inovasi secara terencana dan 
berkelanjutan. 

Variabel 11  
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

Dapat diupayakan oleh DINAS KESEHATAN 
(DINKES) dokumen budaya organisasi yang 
resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan 
perilaku lingkungan DINKES. Program 
internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi 
juga harus dilakukan. Yang paling penting juga 
untuk dilakukan adalah budaya organisasi 
harus tercermin dalam sikap dan perilaku 
pegawai DINKES berdasarkan hasil evaluasi 
secara rutin dan berkelanjutan 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DINAS KESEHATAN (DINKES) dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DINAS KESEHATAN (DINKES) sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   
dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara 
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan 
teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DINAS KESEHATAN (DINKES) secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Dokumen Standar Pelayanan yang sudah terpublish SK Tentang 
Revisi Maklumat Pelayanan 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan 
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP. 

Bukti dukung: Telah tersedia SOP pada DINAS KESEHATAN (DINKES) 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan 
 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat  
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli 

Bukti dukung: Penyusunan SK Tim Penanganan Stunting (TPPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 
 

Bukti dukung: RTP telah diterapkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 
Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan 
oleh daerah lain (replikasi inovasi). 

Bukti dukung: SS  Aplikasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

 

Bukti dukung: Terdapat Slogan/budaya TUMBUHKAN 10 BUDAYA MALU 
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6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh nilai tingkat kematangan 
perangkat daerah kategori SANGAT TINGGI dengan nilai total 48. Nilai ini merupakan 
akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 

 
Grafik radar diatas menunjukkan bahwa tujuh variabel memiliki nilai optimal, yakni 
diangka 5. Adapun satu variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 3 
variabel  diangka 3, yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Variabel 3), 
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 5), serta Manajemen Risiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur (Variabel 8) . 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman: 

Variabel 3 
(Penjaminan Mutu Layanan 
Perangkat Daerah) 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
perlu meningkatkan penjaminan mutu   
produk   dan   proses   serta dilakukan 
pengukuran/ pengujian secara berkala oleh 
tenaga yang bersertifikat. 

Variabel 5  
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
perlu mengevaluasi rencana pengembangan 
pegawai secara reguler dan memastikan 
seluruh pengembangan pegawai telah 
dilaksanakan sesuai dengan dokumen 
rencana pengembangan pegawai yang telah 
ditetapkan 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah melakukan Penentuan prioritas 
kegiatan   dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) 
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu 
dengan teknologi informasi. 

 Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh 
penggunaan teknologi informasi berbasis internet 

Bukti Dukung: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan e-
controlling dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah 
distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung: Telah terdapat SOP yang telah direvisi serta Survey Kepuasan 
Masyarakat secara online 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 
 

Bukti dukung: Terdapat SOP di website Dinas Perumahan dan Permukiman 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 
Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 
 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukti dukung: Telah tersedia Dokumen Manajemen Risiko serta SK Tim Manajemen 
Risiko 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 
 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman capaiannya diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   program pengkajian   dan inovasi  secara   
terencana  dan berkelanjutan. 

Bukti Dukung: Terdapat Proposal Inovasi, Daftar Pengembangan Inovasi serta 
Rencana Pengembangan Inovasi 

 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4) 
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Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan 
dokumen resmi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

7. Dinas Lingkungan Hidup 
 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori TINGGI (Perangkat Daerah Pelayanan Baik) dengan nilai total 38. Nilai ini 
merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 
 

 
 
Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BKPSDM sudah cukup optimal atau berada 
pada level tertinggi pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. 
Ke-lima variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan 
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan 
Kerja yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Namun 
demikian, DPUPR masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 (Analisis 
Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah) dan Variabel 8 (Manajemen 
Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur).  
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DLH: 

Variabel 6 
(Analisis Kebijakan dan Pemecahan 
Masalah Tugas Perangkat Daerah) 

DLH perlu menyusun Dokumen SK Tim Khusus 
(internal), Teknis (lintas OPD), maupun Ahli 
(Narsum dan Kerjasama) yang berisi kegiatan 
tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan hasil 
kajian. Selain itu, perlu dilengkapi juga dengan 
konsultasi publik dan analisis feedback 
(undangan, notulen, hasil, rekomendasi). 

Variabel 8 
(Manajemen Risiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

Dapat diupayakan oleh DLH dengan 
melengkapi dokumen analisis risiko individual 
(Rencana Tindak Pengendalian unit kerja di 
bawah OPD), Dokumen SK Satgas SPIP 
(Kegiatan Satgas), Register Risiko tugas 
berisiko tinggi, Dokumen Register Resiko 
seluruh tugas (komprehensif) sesuai Tujuan 
Sasaran Renstra, dan Dokumen laporan 
penyelenggaraan SPIP, (laporan pengendalian 
OPD/ Realisasi RTP tanpa kerugian), RTP 
telah di-update. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DLH sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukti dukung:  
1. SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan BKPSDM secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung:  
1. E-Tepian 
2. Telah tersedia aplikasi E-DALEV berfungsi bagi perangkat daerah untuk melaporkan 

progress realisasi fisik & penyerapan anggaran per triwulan. 
 

 
 

 
 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
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Penjaminan   mutu   produk   dan   proses   sudah distandarisasi dan dilakukan 
pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti dukung: Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sejumlah 
layanan di DLH 
 

 
 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online pada website e-SOP 
 

 
 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat baik baik untuk struktural 
maupun fungsional. 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 1) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan 
metode yang tidak terukur. 

Bukti dukung: Sesuai dengan keterangan yang disampaikan ketika wawancara 
lapangan maupun konfirmasi ulang via aplikasi Whatsapp. 
 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan 
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi 
berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 

 
 
 

 
 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 1) 

Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah. 

Bukti dukung: Sesuai dengan isian kuesioner dan hasil wawancara lapangan 
 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi. 
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Bukti dukung:  
1. Terdapat E-Sakip 
2. Terdapat laporan LHE SAKIP 
3. Renstra 

 

 

  
 
 

- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 
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Bukti dukung: Terdapat aplikasi Si Damar (Sistem Informasi Pengendalian 
Pencemaran) 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat slogan “Hijau Bumi Samarindaku, Lestari 
Lingkunganku!” pada laman Facebook DLH. 
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8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) memperoleh tingkat 
kematangan perangkat daerah kategori SANGAT TINGGI dengan nilai total 51. Nilai ini 
merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DISDUKCAPIL sudah optimal pada 9 
variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 81,81%. Namun demikian, 
DISDUKCAPIL masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan 
Pelatihan Aparatur), dan Variabel 8 (Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISDUKCAPIL: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

DISDUKCAPIL perlu menyusun rencana 
kebutuhan diklat secara komprehensif untuk 
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi 
secara reguler atas hasil pengembangan 
pegawai sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 8  
(Manajemen Resiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

DISDUKCAPIL perlu menetapkan prosedur 
pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas 
serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISDUKCAPIL: 

ada kerugian baik bagi pegawai maupun 
instansi. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DISDUKCAPIL dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DISDUKCAPIL sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DISDUKCAPIL secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh 
tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Pemantauan mutu layanan dilakukan berbasis IT serta dilakukan 
pemantauan layanan oleh Kemenpan-RB dan Ombudsman 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP secara online, dan evaluasi dilakukan 
berkala 

 
 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan 

Bukti dukung: tersedia dokumen rencana kebutuhan diklat 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi 

Bukti dukung: optimalisasi pelayanan dilakukan dengan menggelar forum 
konsultasi publik 
 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara 
sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Telah ditetapkan RTP 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi. 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   program pengkajian   dan inovasi secara   
terencana dan berkelanjutan 

Bukti dukung: tersedia dokumen perencanaan Inovasi 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat 
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 
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Bukti dukung: Terdapat Tim Kelompok Budaya Kerja, Tim Agen Perubahan, 
serta penghargaan internal 

 
 
9. Dinas Perhubungan 
Dinas Perhubungan (DISHUB) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori SANGAT TINGGI dengan nilai total 52. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DISHUB sudah optimal pada 8 variabel 
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 72%. Namun demikian, DISHUB masih 
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), 
dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah) 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISHUB: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

DISHUB perlu menyusun rencana kebutuhan 
diklat secara komprehensif untuk seluruh 
jabatan, serta melakukan evaluasi secara 
reguler atas hasil pengembangan pegawai 
sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 10  
(Pengembangan Inovasi Pelayanan 
Perangkat Daerah) 

DISHUB perlu melakukan program pengkajian 
rencana inovasi berkelanjutan 
(komperehensif) 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DISHUB dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DISHUB sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DISHUB secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet. 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan terstandarisasi dan berkala oleh 
tenaga ahli bersertifikat serta didukung oleh teknologi informasi berbasis internet. 
 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 4) 

Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara regular dan seluruh 
pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana 
pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan. 
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Bukti dukung: ada dokumen surat tugas untuk pegawai mengikuti diklat 

 
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/ berdampak ke publik melibatkan 
tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur 
dan terdokumentasi. 

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat   daerah   yang   bersangkutan,   namun belum dilakukan 
evaluasi secara berkala. 

Bukti dukung: Tersedia dokumen kertas kerja Manajemen Risiko dan Laporan 
Manajemen Risiko 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat 
Daerah diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 
 

Bukti dukung: tersedia dokumen daftar invensi (temuan produk inovasi lokal) 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat 
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 

 

Bukti dukung: ada dokumen inovasi dan proposal inovasi serta tim SK Inovasi 
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10. Dinas Komunikasi dan Informatika 
 
Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori TINGGI dengan nilai total 41. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika sudah 
optimal pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Sedangkan 2 
variabel lainnya mendapatkan penialian 4, yaitu variabel Analisis Kebijakan Dan 
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 
dan Aparatur dan Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah. Selanjutnya, pada 
variabel Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah, Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Pelayanan Perangkat Daerah, dan Budaya Organisasi Perangkat Daerah telah 
mendapatkan nilai 3. Meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika masih 
memerlukan perbaikan khususnya pada variabel Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta 
Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur.  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Komunikasi dan 
Informatika: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 
menyusun rencana kebutuhan diklat secara 
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta 
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan balik 
penyempurnaan pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkelanjutan 

Variabel 8  
(Manajemen Resiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

Diskominfo perlu menetapkan prosedur 
pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas 
serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa 
ada kerugian baik bagi pegawai maupun 
instansi. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DISKOMINFO telah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
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Bukti dukung: Dokumen RKA dan Renja, serta dokumen cascading. Selain itu, seluruh 
Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan menggunakan Aplikasi SIPD. Selain 
itu 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah. Selain 
itu, Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menyusun laporan monitoring dan 
evaluasi per triwulan. 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP 

Bukti dukung: Dokumen SOP 

   

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1) 

Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada Dinas 
Komunikasi dan Informatika. 

Bukti dukung Bukti dukung berupa rekap pelaksanaan Diklat pegawai Dinas 
Komunikasi dan Informatika pada jabatan tertentu, belum mencakup rencana 
kebutuhan diklat. 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli 

Bukti dukung: Penyusunan Renstra telah melibatkan tim ahli 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan  prosedur pengelolaan resiko dalam   
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

Bukti dukung: Telah disusun RTP Dinas Komunikasi dan Informatika 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi. 
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan 
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Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendiri 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

Bukti dukung: Terdapat SK Tim Kelompok Budaya Kerja Aparatur Pemerintah 
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda 
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11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 
DPMPTSP memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori SANGAT TINGGI 
dengan nilai total 50. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran 
capaian sebagai berikut: 
 
 

 
 
Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DPMPTSP sudah optimal atau berada pada 
level tertinggi pada 8 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 72,72%. Ke-
delapan variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan 
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya yang Terukur; Analisis Kebijakan 
Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah; Pengukuran Kinerja Perangkat 
Daerah Dan Aparatur; Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah; serta Budaya 
Organisasi Perangkat Daerah. Namun demikian, DPMPTSP masih memerlukan perbaikan 
khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPMPTSP: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

DPMPTSP perlu menyusun rencana kebutuhan 
diklat secara komprehensif untuk seluruh 
jabatan, serta melakukan evaluasi secara 
reguler atas hasil pengembangan pegawai 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPMPTSP: 

sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 8  
(Manajemen Resiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

Dapat diupayakan oleh DPMPTSP dengan 
menetapkan prosedur pengelolaan resiko 
dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko 
dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik 
bagi pegawai maupun instansi. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DPMPTSP sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DPMPTSP secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet. 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Penjaminan   mutu   produk   dan   proses   sudah distandarisasi serta dilakukan 
pengukuran/ pengujian secara berkala oleh tenaga yang bersertifikat. 

Bukti dukung: Memperoleh predikat UPP Pelayanan Prima dari Kemenpan-RB 
serta ditetapkan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 

Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada DPMPTSP 
 

 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu. 
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Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 

 
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 

Bukti dukung: Penyusunan peta potensi investasi kota samarinda telah 
melibatkan tim ahli 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi 
secara berkala. 

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara   
terencana dan berkelanjutan. 
 

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah, 
serta menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat 
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 

Bukti dukung: Terdapat slogan CERIA (CEPAT EFEKTIF RAMAH INOVATIF AMANAH), 
juga telah dibentuk tim agen perubahan dan lomba budaya kerja ditingkat DPMPTSP 
 

 
 
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperoleh tingkat 
kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan 
akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DP3A sudah optimal pada 4 variabel dari 
11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, DP3A masih memerlukan 
perbaikan khususnya pada Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
Perangkat Daerah), serta Variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DP3A: 

Variabel 4  
(Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perangkat Daerah) 

DP3A perlu menyusun proses organisasi dalam 
SOP dan sudah dilakukan evaluasi serta tindak 
lanjut, kemudian disesuaikan dengan 
kebutuhan/ keluhan pelanggan serta didukung 
oleh teknologi berbasis internet. 

Variabel 11  
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

DP3A perlu mendorong agar udaya organisasi 
dapat tercermin dalam sikap dan perilaku 
pegawai pada perangkat daerah yang 
bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi 
secara rutin dan berkelanjutan. 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DP3A dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DP3A sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 
 
 

Bukti dukung: Tersedia SP dan SOP 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 2) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). 

Bukti dukung: Tersedia SOP  
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 
Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan. 

 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2) 

Sudah  ada  sebagian  pegawai  yang  melakukan analisis   resiko dalam   pelaksanaan   
tugasnya, namun hanya bersifat individu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah  ada  slogan-slogan  yang  menggambarkan nilai organisasi   pada   perangkat   
daerah   yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung.  

 
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh tingkat kematangan 
perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi 
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 



134 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana sudah optimal pada 6 variabel dari 11 variabel yang ada atau 
mencapai 54.55%. Namun demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 11 (Budaya Organsiasi 
Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), dan Variabel 6 
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana: 

Variabel 11 
(Budaya Organsiasi Perangkat 
Daerah) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana perlu membuat dokumen budaya 
organisasi yang resmi menggambarkan nilai-
nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah 
yang bersangkutan serta dilakukan 
internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan tercermin dalam sikap dan 
perilaku pegawai pada perangkat daerah 

Variabel 6 
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan 
Masalah Tugas Perangkat Daerah) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana perlu perlu melakukan Analisis 
kebijakan dan pemecahan masalah yang 
berdampak ke publik yang dilakukan 
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim 
internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait, serta dilakukan konsultasi 
public dan analisis umpan balik yang terukur 
dan terdokumentasi. 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah melakukan Penentuan   
prioritas   kegiatan   dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil 
(outcome) antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan 
dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung 
oleh penggunaan teknologi informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP yang direvisi 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 2) 
Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat 
daerah yang bersangkutan 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi 
secara berkala 

Bukti dukung: Telah disusun RTP dan Pemantauan Dinas Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana  

 
 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung  

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1) 

Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
14. Dinas Perikanan 

 
Dinas Perikanan memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI 
dengan nilai total 45. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran 
capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Perikanan sudah optimal atau 
berada pada level tertinggi pada 7 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 
63,63%. Ke-enam variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; 
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah; Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah 
Tugas Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja 
Yang Terukur; Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur; Pengukuran Kinerja 
Perangkat Daerah Dan Aparatur; serta Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat 
Daerah. Namun demikian, Dinas Perikanan masih memerlukan perbaikan khususnya pada 
Variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah) dan Variabel 5 (Pendidikan Dan 
Pelatihan Aparatur).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Perikanan : 

Variabel 11 (Budaya Organisasi 
Perangkat Daerah) 

Dinas Perikanan perlu membuat slogan-slogan 
nilai organisasi, menyususn dokumen budaya 
organisasi yang resmi menggambarkan nilai-
nilai, sikap dan perilaku, Menyusun program 
internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan sehingga dapat dilakukan 
evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 
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Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Perikanan perlu menyusun rencana 
kebutuhan diklat secara komprehensif untuk 
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi 
secara reguler atas hasil pengembangan 
pegawai sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Perikanan  dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Perikanan sudah melakukan DPMPTSP sudah melakukan penentuan prioritas 
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) 
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu 
dengan teknologi informasi. 
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Bukti Dukung: 
1. Dokumen RKA, Renja Berbasis Renstra 
2. Dokumen Cascading 
3. Telah tersedia Aplikasi  Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 

 

 

 



143 
 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Perikanan  secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet. 
 

Bukti dukung:  
1. Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi Rapat 
2. Dokumen Monitoring 
3. telah tersedia aplikasi E-TEPIAN yang diberlakukan kepada seluruh perangkat 

daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 
 

Bukti dukung: Penjaminan mutu berkala internal berupa Standar Pelayanan dan 
SOP, belum ada penjamin mutu eksternal. 

 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada 
Dinas Perikanan  

 

  
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 

  
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 
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Bukti dukung: kegiatan Gemarikan yang melibatkan pihak eksternal mulai dari 
persiapan sampai tahapan pelaporannya 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan 
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi 
berbasis internet. 
 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 5) 

Perangkat Daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam 
pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik 
bagi pegawai maupun instansi. 
 

Bukti dukung: Data Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Spip Terintegrasi 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti dukung:  
1. Tersedia e-Sakip 
2. Tersedia laporan LHE Sakip dan Lakip 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara   
terencana dan berkelanjutan 
 

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah, 
serta menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1) 
Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung  

 
15. Dinas Perdagangan 
 
Dinas Perdagangan (DISDAG) memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori TINGGI dengan nilai total 39. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DISDAG sudah optimal pada 4 variabel 
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, DISDAG masih 
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), 
dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DISDAG: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

DISDAG perlu menyusun rencana kebutuhan 
diklat secara komprehensif untuk seluruh 
jabatan, serta melakukan evaluasi secara 
reguler atas hasil pengembangan pegawai 
sebagai umpan balik penyempurnaan 
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pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 10  
(Pengembangan Inovasi Layanan 
Perangkat Daerah) 

DISDAG perlu melakukan adopsi/replikasi 
inovasi daerah lain, membuat rencana 
Pengembangan inovasi (jenis, mutu,metode) 
secara mandiri dan menyusun program 
pengkajian rencana inovasi berkelanjutan 
(komperehensif) 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DISDAG dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DISDAG sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DISDAG secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet. 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Penjaminan mutu produk dan proses dilakukan distandarisasi dan berkala oleh tenaga 
ahli bersertifikasi serta didukung oleh teknologi informasi berbasis teknologi. 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP, SNI, SKM, Berita Acara Hasil Penilaian 
SPIP, Evaluasi Kinerja TW1, e-KIANPUAS, screenshoot  pengaduan Masyarakat, 
Standar Pelayanan 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP) 
dan dievaluasi berkala terhadap penerapan SOP. 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1) 
Belum ada  dokumen  resmi  rencana  kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada 
perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim lintas OPD 
 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunya resiko tinggi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
  

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi. 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat 
Daerah diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan 
oleh daerah lain (replikasi inovasi). 

Bukti dukung: tersedia dokumen adopsi/replikasi inovasi daerah lain serta SK Tim 
Inovasi 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Slogan 10 Malu 
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16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
 
DPUPR memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai 
total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian 
sebagai berikut: 
 
 

 
 
Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DPUPR sudah cukup optimal atau berada 
pada level tertinggi pada 6 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,55%. 
Keenam variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan 
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pelayanan Perangkat Daerah; Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas 
Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengjapan Kerja yang 
Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Namun demikian, 
DPUPR masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur) dan Variabel 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPUPR: 

Variabel 5 
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Dapat diupayakan oleh DPUPR dengan 
melengkapi dokumen SK Penetapan Nilai 
Budaya Organisasi, SK KBK/GKM, SK Agent of 
Change, dan lainnya. Dapat pula 
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menambanhkan dokumen rencana (program 
pengembangan budaya organisasi, kegiatan 
sosialisasi, sarasehan, expo, bimtek, lomba, 
dan lainnya. Setelah tahapan tersebut 
terlengkapi, perlu dikuatkan dengan evaluasi 
rutin berkala, Lomba Budaya Kerja, 
pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut 
evaluasi. 

Variabel 3 
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) 

DPUPR dapat memaksimalkan mutu 
layanannya dengan menyediakan dokumen 
sistem penjaminan mutu 
(ISO/SMM/Akreditasi, dll), serta memastikan 
penjaminan mutu berbasis aplikasi terintegrasi 
dengan lembaga sertifikasi dengan 
tersedianya manual aplikasi.  

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DPUPR dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DPUPR sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 

Bukti dukung:  
1. SIPD 
2. Dokumen Cascading 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DPUPR secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung:  
1. E-Tepian 
2. Telah tersedia aplikasi E-DALEV berfungsi bagi perangkat daerah untuk melaporkan 

progress realisasi fisik & penyerapan anggaran per triwulan. 
3. Dokumentasi monitoring capaian kinerja 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Penjaminan   mutu   produk   dan   proses   sudah distandarisasi dan dilakukan 
pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti dukung:  
1. Standar Pelayanan 
2. Telaahan Staf 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan 
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, namun tidak/ 
belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 
 

 
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah strategis/ berdampak ke publik melibatkan 
tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang terukur 
dan terdokumentasi. 



165 
 

Bukti dukung:  
1. SK Tim Internal 
2.  SK Tim Ahli 

 
 

 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan 
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi 
berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 

 
 
 

 
 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Terdapat dokumen manajemen resiko DPUPR  
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi. 

Bukti dukung:  
1. Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU 
2. LKjIP 
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 
4. Renstra 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat inovasi layanan “Hantu Banyu” yaitu tim/petugas 
khusus untuk menormalisasi saluran drainase kota Samarinda. 

 
 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan 
dokumen resmi. 
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Bukti dukung: Terdapat budaya organisasi berupa sharing knowledge dari 
pegawai yang telah melaksanakan diklat kepada pegawai lain yang terkait. 

 
 

 
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
 
Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa kematangan organisasi Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan berada pada kategori SEDANG dengan nilai total 35. pada 6 variabel 
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,55%. Secara umum Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur) dan Variabel 6 (Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah tugas 
Perangkat Daerah) 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan: 

Variabel 5  

(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

DISDIK perlu menyusun rencana kebutuhan 

diklat secara komprehensif untuk seluruh 

jabatan, serta melakukan evaluasi secara 

reguler atas hasil pengembangan pegawai 

sebagai umpan balik penyempurnaan 

pengembangan kompetensi pegawai secara 

berkelanjutan 

Variabel 6  

(Analisis Kebijakan dan Pemecahan 

Masalah Tugas Perangkat Daerah) 

Dalam menyusun kebijakan serta pemecahan 

masalah yang berdampak pada publik DISDIK 

diharapkan dapat menggunakan 

metode/teknik ilmiah baik dilakukan oleh Tim 

Internal maupun eksternal 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   
dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara 
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan 
teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki SOP, SP, Media 
Pengaduan untuk Menjamin Layanan serta Pengelolaan Pengaduan 

 

 
 



173 
 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki SOP 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1) 

Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada 
perangkat daerah yang bersangkutan 

Bukti dukung: Sesuai dengan bukti dukung yang diberikan  

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 1) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan 
metode yang tidak terukur 

Bukti dukung: Sesuai dengan bukti dukung yang diberikan  

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2) 

Sudah  ada  sebagian  pegawai  yang  melakukan analisis   resiko dalam   pelaksanaan   
tugasnya, namun hanya bersifat individu. 

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki rencana 
manajemen risiko  
 

 
 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Pengembangan      produk      dilakukan      dengan mengadopsi   inovasi yang   
dikembangkan   oleh daerah lain (replikasi inovasi). 

Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki dokumen 
proposal inovasi, aplikasi inovasi serta panduan inovasi 
 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 
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Bukti dukung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki Tim Budaya Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 
 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPK) memperoleh tingkat kematangan 
perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 43. Nilai ini merupakan akumulasi 
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa DPK sudah optimal pada 5 variabel dari 
11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun demikian, DISDAMKAR masih 
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perangkat Daerah) dan Variabel 5 (Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan DPK: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

DISDAMKAR perlu menyusun rencana 
kebutuhan diklat secara komprehensif untuk 
seluruh jabatan, serta melakukan evaluasi 
secara reguler atas hasil pengembangan 
pegawai sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 4  
(Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perangkat Daerah) 

DISDAMKAR perlu melakukan evaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap 
hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan 
koreksi atau perbaikan SOP. 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DISDAMKAR dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

DISDAMKAR sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan DPK secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet. 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 2) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli. 

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko dalam 
pelaksanaan tugas tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
  

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4) 

Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat 
Daerah masih dibawah 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat 
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
19. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 
 
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memperoleh tingkat kematangan perangkat 
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 46. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut:  
 

 
 
Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat sudah cukup optimal atau berada pada level tertinggi pada 7 variabel dari 11 

variabel yang ada atau mencapai 63,63%. Ke-enam variabel tersebut adalah 

Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas 

Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah; 

Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah; Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan 

Perlengkapan Kerja Yang Terukur; Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur; 

dan Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah. Namun demikian, Dinas Sosial 
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dan Pemberdayaan Masyarakat masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 

dan Variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah). 

 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat: 

Variabel 5  

(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

perlu menyusun rencana kebutuhan diklat 

secara komprehensif untuk seluruh jabatan, 

serta melakukan evaluasi secara reguler atas 

hasil pengembangan pegawai sebagai umpan 

balik penyempurnaan pengembangan 

kompetensi pegawai secara berkelanjutan. 

Variabel 11 

(Budaya Organisasi Perangkat 

Daerah) 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat   

perlu membuat slogan-slogan nilai organisasi, 

menyususn dokumen budaya organisasi yang 

resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap dan 

perilaku, Menyusun program internalisasi 

budaya organisasi yang berkelanjutan 

sehingga dapat dilakukan evaluasi secara rutin 

dan berkelanjutan. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sudah melakukan penentuan prioritas 
kegiatan dalam dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) 
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu 
dengan teknologi informasi. 
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Bukti dukung:  
1. Dokumen Renja Sudah Berbasis Renstra 
2. Telah tersedia Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

 
 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 
secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh 
penggunaan teknologi informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN  dan E-Dalev yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah  
 

 
 

 
 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 
 

Bukti dukung: Penjaminan mutu berkala internal berupa Standar Pelayanan dan SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet 

Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada Dinas Sosial 
dan Pemberdayaan Masyarakat 
 

  
 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli. 

Bukti dukung: telah tersedia tim kegiatan dan laporan kajian 
 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan 
SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi 
berbasis internet. 
 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat daerah yang bersangkutan, namun belum dilakukan evaluasi 
secara berkala. 

Bukti dukung:  Register dan RTP telah diterapkan 

 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Terdapat E-SAKIP dan LHE SAKIP 
 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat daerah sudah mempunyai program pengkajian dan inovasi secara   
terencana dan berkelanjutan 

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah, serta 
menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat slogan layanan berupa PELAYANAN RAMAH, SEPENUH 
HATI DAN PROFESIONAL yang terdapat pada website Dinas Sosial dan 
Pemberdayaan Masyarakat. 
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20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperoleh tingkat kematangan perangkat 
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
sudah optimal pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun 
demikian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih memerlukan perbaikan 
khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), Variabel 8 (Manajemen 
Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur), dan 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) Variabel 11 (Budaya Organsiasi Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu 
menyusun rencana kebutuhan diklat secara 
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta 
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan balik 
penyempurnaan pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkelanjutan 

Variabel 3  
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu 
meningkatkan penjaminan mutu   produk   dan   
proses   serta dilakukan pengukuran/ 
pengujian secara berkala oleh tenaga yang 
bersertifikat 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sudah melakukan Penentuan   prioritas   
kegiatan   dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) 
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu 
dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

  
 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
secara sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh 
penggunaan teknologi informasi berbasis internet 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 

 

  

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP 

Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi 
 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli 
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Bukti dukung:  

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



196 
 

- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi 

Bukti dukung: Telah disusun RTP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

 
 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 
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Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan 

Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendirI 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung:  
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21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 

 
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat 
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 45. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 
Grafik radar diatas menunjukkan bahwa hanya tiga variabel yang nilainya berada di angka 
5. Adapun enam variabel lainnya berada diangka 4, dan dua variabel sisanya, (18%) 
berada diangka 3, yakni Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Variabel 3); serta 
Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Variabel 11).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah dan Perindustrian: 

Variabel 3  
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) 

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian perlu 
membuat dokumen penjaminan mutu produk 
dan proses yang sudah distandarisasi serta 
dilakukan pengukuran/pengujian secara 
berkala oleh tenaga yang bersertifikat 

Variabel 11  Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian perlu 
menyusun program internalisasi budaya 
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(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

organisasi yang berkelanjutan berdasarkan 
dokumen resmi. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian udah melakukan Penentuan   prioritas   
kegiatan   dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) 
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu 
dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 
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Bukti Dukung: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian telah melakukan e-
controlling dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
- Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 

secara internal. 

Bukti Dukung:Telah terdapat Dokumen SOP serta SP yang telah direvisi 
 

 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP 
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Bukti Dukung: Telah terdapat Dokumen SOP yang telah dievaluasi 

 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 4) 
Rencana pengembangan pegawai dievaluasi secara reguler dan seluruh 
pengembangan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana 
pengembangan pegawai yang sudah ditetapkan 

Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam 
penganggaran, serta telah dilakukan evaluasi 
 

 
 
 

 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke 
publik melibatkan Tim Ahli. 
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Bukti Dukung: Terdapat Dokumen Cross Cutting Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan 
Perindustrian, serta Penyusunan Dokumen RPIK dengan melibatkan tenaga ahli dari 
Perguruan Tinggi 

 
 

 
 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat   daerah   yang   bersangkutan,   namun belum dilakukan 
evaluasi secara berkala. 
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Bukti Dukung: Sudah ada SK Tim MR, Dokumen Analisis Risiko (Rencana Tindak 
Pengendalian) 

 
 

 
 

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4) 
Target kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan  Perindustrian sudah 
melakukan pengukuran pencapaian kinerja. 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Dinas Koperasi, Usaha kecil, Menengah dan  Perindustrian capaiannya 
dibawah 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Bukti Dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan serta Rencana 
Pengembangan Inovasi ke depan 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat Budaya Kerja Pemberian Penghargaan dan Motivasi Kerja 
kepada pegawai yang berkinerja 
 

 
 

 
22. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 
 
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata memperoleh tingkat kematangan perangkat 
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
sudah optimal pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36%. Namun 
demikian, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata masih memerlukan perbaikan 
khususnya pada variabel 11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah) yang berada tingkat 
1, disusul beberapa variabel lainnya yaitu variabel 10 (Pengembangan Inovasi Layanan 
Perangkat Daerah), variabel 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangakat Daerah), Variabel 
V (Pendidikan dan Pelatihan Aparatur), dan variabel VI (Analisis Kebijakan dan 
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah), dan variabel 8 (Manajemen Resiko 
Pelaksanaan Tugas Aparatur). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata: 

Variabel 11 

(Budaya Organisasi Perangkat 

Daerah) 

Untuk meningkatakan Budaya Oragnisasi, 

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dapat 

membuat slogan-slogan yang mencerminkan 

nilai-nilai dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan 

Pariwisata, serta menetapkan dokumen SK 

Penetapan Nilai Budaya Organisasi, SK KBK, 

hingga SK agent of change secara bertahap. 

Setelah hal tersebut terlaksana, dapat 

dilakukan kegiatan monev implementasi 
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budaya organisasi (KBK, Agent of Change, 

lomba budaya organisasi) dan 

didokumentasikan secara berkala.  

Variabel 10  

(Pengembangan Inovasi Pelayanan 

Perangkat Daerah) 

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 

dapat mengupayakan dan menggagas ide-ide 

inovasi yang memberikan dampak bagi 

masyarakat ataupun stakeholder Dinas 

Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Selain itu, 

untuk dapat memastikan keberlanjutan 

inovasi yang digagas, Dinas Pemuda, 

Olahraga, dan Pariwisata dapat menyusun 

road map pengembangan inovasi disertai 

dengan SK Tim Inovasi. 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sudah melakukan Penentuan   prioritas   
kegiatan   dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) 
antara satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu 
dengan teknologi informasi 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 
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Bukti dukung: Tersedia dokumen SP dan SOP yang telah dievaluasi 

. 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 
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Bukti dukung: Terdapat SOP yang telah dievaluasi berkala 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan. 
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Bukti dukung: Terdapat dokumen rencana kebutuhan diklat bagi seluruh jabatan 

 
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 
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Bukti dukung: Analisis kebijakan dilakukan oleh tim teknis lintas OPD 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Terdapat pengelolaan risiko pada kegiatan tertentu yang 
mempunyai risiko signifikan 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. 

Bukti dukung: Proposal Inovasi 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1) 

Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
 
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memperoleh nilai tingkat kematangan 
perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi 
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Grafik radar diatas menunjukkan bahwa lima variabel memiliki nilai optimal, yakni diangka 
5. Adapun dua variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 1 variabel  
diangka 3 dan 3 variabel diangka 2, yakni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 
5), Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Variabel 8), serta Budaya Organisasi 
Perangkat Daerah (Variabel 11). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan: 

Variabel 5 
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu 
menyusun rencana kebutuhan diklat secara 
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta 
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan 
balik penyempurnaan pengembangan 
kompetensi pegawai secara berkelanjutan 

Variabel 8  
(Manajemen Risiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu 
menetapkan prosedur pengelolaan risiko 
dalam pelaksanaan tugas yang dipandang 
mempunyai risiko tinggi 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 
Dinas Perpustakaan dan kearsipan sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan   
dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara 
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan 
teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 
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Bukti Dukung: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan e-controlling 
dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah distandarisasi 
dan dilakukan pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung:Telah terdapat Dokumen SP yang telah direvisi 

 

 

 



223 
 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah menyusun dokumen rencana   kebutuhan 
pengembangan pegawai secara parsial untuk jabatan tertentu. 

Bukti Dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat yang tertuang dalam 
penganggaran 

 
 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 
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Bukti Dukung: Terdapat Dokumen Kebijakan yang melibatkan Tim Ahli eksetrnal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 



225 
 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah 

 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2) 

Sudah  ada  sebagian  pegawai  yang  melakukan analisis   resiko dalam   pelaksanaan   
tugasnya, namun hanya bersifat individu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan capaiannya diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Bukti Dukung: Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat 
daerah yang bersangkutan. 
 

 
 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah  ada  slogan-slogan  yang  menggambarkan nilai organisasi   pada   perangkat   
daerah   yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
24. Dinas Tenaga Kerja 
 
Dinas Tenaga Kerjamemperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
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Grafik radar diatas menunjukkan bahwa empat variabel memiliki nilai optimal, yakni 
diangka 5. Adapun dua variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 4 
variabel  diangka 3 dan 1 variabel diangka 2, yakni Budaya Organisasi  (Variabel 11). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja: 

Variabel 11 
(Budaya Organisasi) 

Dinas Tenaga Kerja perlu membuat 
dokumen budaya organisasi yang resmi 
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan 
perilaku di level perangkat daerah  

Variabel 5  
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Dinas Tenaga Kerja perlu perlu mengevaluasi 
rencana pengembangan pegawai secara 
reguler dan memastikan seluruh 
pengembangan pegawai telah dilaksanakan 
sesuai dengan dokumen rencana 
pengembangan pegawai yang telah 
ditetapkan 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Dinas Tenaga Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Dinas Tenaga Kerja secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 
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Bukti Dukung: Dinas Tenaga Kerja telah melakukan e-controlling dengan 
menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Dinas Tenaga Kerja sudah distandarisasi dan dilakukan 
pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 
Dinas Tenaga Kerja sudah menyusun dokumen rencana   kebutuhan pengembangan 
pegawai secara parsial untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 



230 
 

 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
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Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Dinas Tenaga Kerja capaiannya diatas 90% 
 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan.. 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung. 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah  ada  slogan-slogan  yang  menggambarkan nilai organisasi   pada   perangkat   
daerah   yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
25. Badan Pendapatan Daerah 
 
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPPENDA) memperoleh tingkat kematangan perangkat 
daerah kategori TINGGI dengan nilai total 41. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 
variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) 
sudah optimal atau berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada 
atau mencapai 36.36%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan 
Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen 
Sumber Daya yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. 
Namun demikian, BAPPENDA masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 10 
(Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BADAN PENDAPATAN DAERAH 

(BAPPENDA): 

Variabel 10 

(Pengembangan Inovasi Layanan 

Perangkat Daerah) 

BAPPENDA perlu menyusun rencana 

pengembangan inovasi baik jenis, mutu 

maupun metodenya. Bappenda juga perlu 

membuat inovasi yang dikembangkan sendiri. 

Dan yang juga harus menjadi perhatian adalah 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Variabel 1

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6Variabel 7

Variabel 8

Variabel 9

Variabel 10

Variabel 11



233 
 

mempunyai program pengkajian dan inovasi 

secara terencana dan berkelanjutan 

Variabel III 

(Penjaminan Mutu Pelayanan 

Perangkat Daerah) 

BAPPENDA perlu menyusun penjaminan mutu 

produk dan proses yang terdtadarisasi serta 

perlu melakukan pengukuran/pengujian 

secara berkala oleh tenaga yang tersertifikat. 

Dan yang perlu dikembangkan juga adalah 

penjaminan mutu yang sudah terstandarisasi 

oleh tenaga ahli didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
BAPPENDA dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

BAPPENDA sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan BAPPENDA secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Dokumen SP dan SOP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan 
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP 

 

Bukti dukung: Telah tersedia SOP dan Evaluasi  pada BAPPENDA 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan. 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/ berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli. 
 

Bukti dukung: Kajian Ringkas Proses Bisnis Induk dan Grand Design Sensus 
Pajak Daerah Kota Samarinda 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi 
 

Bukti dukung: RTP telah diterapkan 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (dibawah 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan 
oleh daerah lain (replikasi inovasi). 

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah. 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 
 

Bukti dukung: Terdapat Kode Etik Sebagai Gambaran Sikap dan Perilaku 
Bappenda 
 
 

 
 

 
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperoleh tingkat kematangan 
perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi 
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BPBD sudah optimal pada 5 variabel dari 
11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun demikian, BPBD masih memerlukan 
perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), serta Variabel 
11 (Budaya Organisasi Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BPBD: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

BPBD perlu menyusun rencana kebutuhan 
diklat secara komprehensif untuk seluruh 
jabatan, serta melakukan evaluasi secara 
reguler atas hasil pengembangan pegawai 
sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 11  
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

BPBD perlu mendorong agar udaya organisasi 
dapat tercermin dalam sikap dan perilaku 
pegawai pada perangkat daerah yang 
bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi 
secara rutin dan berkelanjutan. 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

BPBD sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Definisi  proses  organisasi  sudah  dituangkan  ke dalam SOP dan telah dilakukan 
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP. 

Bukti dukung: Tersedia SOP dan telah dilakukan evaluasi SOP secara berkala 

 
 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai  sudah  tersusun  secara  
parsial  untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Telah disusun dokumen RTP 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Pengembangan      produk      dilakukan      dengan mengadopsi   inovasi yang   
dikembangkan   oleh daerah lain (replikasi inovasi). 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah  ada  slogan-slogan  yang  menggambarkan nilai organisasi   pada   perangkat   
daerah   yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung. Namun terdapat slogan 
SALAM TANGGUH 

 
 
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) memperoleh tingkat 
kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 39. Nilai ini merupakan 
akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Badan Kesatuan Bagsa dan Politik 
(Kesbangpol) berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau 
mencapai 36.36%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan 
Daerah; Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen 
Sumber Daya yang Terukur; dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. 
Namun demikian, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL) masih 
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 
dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK (KESBANGPOL): 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Badan Kesbangpol perlu menyusun Dokumen 
rencana kebutuhan pengembangan pegawai 
yang disusun untuk seluruh jabatan. Hal lain 
yang juga perlu dilakukan terkait persoalan 
pendidikan daln pelatihan SDM Kesbangpol 
adalah Rencana pengembangan pegawai 
dievaluasi secara regular dan seluruh 
pengembangan pegawai sudah dilaksanakan 
sesuai dengan dokumen rencana 
pengembangan pegawai yang sudah 
ditetapkan. Terakhir, yang juga perlu 
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diperhatikan dan dilakukan adalah evaluasi 
terhadap Hasil (outcome) pengembangan 
pegawai secara regular sebagai umpan balik 

Variabel 10 
(Pengembangan Inovasi Layanan 
Perangkat Daerah) 

Dapat diupayakan pengembangan inovasi 
pelayanan perangkat daerah oleh Badan 
Kesbangpol dengan menyusun rencana 
pengembangan inovasi baik jenis, mutu 
maupun metodenya. Upaya lain yang perlu 
dilakukan adalah terkait dengan 
pengembangan inovasi sendiri oleh 
Kesbangpol. Hal yang penting lainnya yang 
harus dilakukan untuk inovasi di Kesbangpol 
adalah harus mempunyai program pengkajian 
dan inovasi secara terencana dan 
berkelanjutan 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Badan Kesbangpol dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Badan Kesbangpol sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Badan Kesbangpol secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Adanya Dokumen SOP Perangkat Daerah yang sudah terpublish 
secara Online. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi 
berkala terhadap penerapan SOP 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 

namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 

Bukti dukung: SK Tim kegiatan yang terbentuk berdasarkan telaaf staff yang 
telah dilakukan sebelumnya 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi 
 

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat 
Daerah diatas 90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Variabel 10: Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang 
dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi) (Tingkat 2). 
 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 

namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkuta. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
 
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah memperoleh tingkat kematangan 
perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi 
dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BPKAD sudah optimal atau berada pada 
level tertinggi pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau berada pada angka 45.5%. 
Ke-lima variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan 
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (Sop) 
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya yang Terukur; dan Pengukuran 
Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. Namun demikian, Badan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah masih memerlukan prioritas perbaikan khususnya pada Variabel 8 
(Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur) dan Variabel 11 (Budaya Organisasi 
Perangkat Daerah).   
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah: 

Variabel 8  
(Manajemen Resiko Pelaksanaan 
Tugas Aparatur) 

BPKAD dapat melengkapi dokumen analisis 
risiko individual (Rencana Tindak 
Pengendalian unit kerja di bawah OPD), 
Dokumen SK Satgas SPIP (Kegiatan Satgas), 
Register Risiko tugas berisiko tinggi, Dokumen 
Register Resiko seluruh tugas (komprehensif) 
sesuai Tujuan Sasaran Renstra, dan Dokumen 
laporan penyelenggaraan SPIP, (laporan 
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pengendalian OPD/ Realisasi RTP tanpa 
kerugian), RTP 
telah di-update. 

Variabel 11 
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

BPKAD perlu mendorong agar Budaya 
organisasi dapat tercermin dalam sikap dan 
perilaku pegawai pada perangkat daerah yang 
bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi 
secara rutin dan berkelanjutan. Beberapa hal 
yang dapat dilakukan adalah penyusunan 
Dokumen SK penetapan Nilai Budaya 
Organisasi, SK KBK/GKM, ataupun SK Agent of 
Change). 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

BPKAD sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi.  
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan BPKAD secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Penjaminan mutu produk dan proses telah distandarisasi dan dilakukan pengujian 
secara berkala secara internal. 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP dan Pelaksanaan Rapat Teknis Internal 
 

 

   
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online serta informasi terkait SOP pada website 
BPKAD Kota Samarinda (https://bpkad.samarindakota.go.id/integrasi-data/sop/sop-bpkad-
provinsi-kaltim-tahun-2023) 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 

 

 
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli eksternal 

Bukti dukung: SK Pembentukan Tim Tenaga Ahli Kegiatan Analisis Standar 
Belanja dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Formulasi Updating Analisis 
Standar Belanja (ASB) tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda 
Tahun Anggaran 2019 
 



258 
 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 2) 

Sudah ada sebagian pegawai yang melakukan analisis resiko dalam pelaksanaan 
tugasnya, namun hanya bersifat individu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Perangkat daerah telah memiliki inovasi yang dikembangkan secara mandiri 

Bukti dukung: Terdapat inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah, 
serta menyusun tim untuk merancang program inovasi secara berkelanjutan 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 
BKPSDM memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan 
nilai total 38. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian 
sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BKPSDM sudah optimal atau berada pada 
level tertinggi pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Kelima 
variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; Monitoring dan 
Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Pelayanan Perangkat Daerah; Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan 
Kerja yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur. Namun 
demikian, BKPSDM masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 (Analisis 
Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah) dan Variabel 11 (Budaya 
Organisasi Perangkat Daerah).  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BKPSDM: 

Variabel 6  
(Analisis Kebijakan dan Pemecahan 
Masalah Tugas Perangkat Daerah) 

BKPSDM perlu menyusun Dokumen SK Tim 
Khusus (internal), Teknis (lintas OPD), 
maupun Ahli (Narsum dan Kerjasama) yang 
berisi kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, 
laporan kajian. Selain itu, perlu dilengkapi juga 
dengan konsultasi publik dan analisis feedback 
(undangan, notulen, hasil, rekomendasi). 

Variabel 11  
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

Dapat diupayakan oleh BKPSDM dengan 
melengkapi dokumen SK Penetapan Nilai 
Budaya Organisasi, SK KBK/GKM, SK Agent of 
Change, dan lainnya. Dapat pula 
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menambanhkan dokumen rencana (program 
pengembangan budaya organisasi, kegiatan 
sosialisasi, sarasehan, expo, bimtek, lomba, 
dan lainnya. Setelah tahapan tersebut 
terlengkapi, perlu dikuatkan dengan evaluasi 
rutin berkala, Lomba Budaya Kerja, 
pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut 
evaluasi. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
DPMPTSP dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

BKPSDM sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan dalam dokumen tahunan 
dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif kegiatan 
dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 

Bukti dukung:  
1. SIPD 
2. Dokumen Cascading 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan BKPSDM secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung:  
1. E-Tepian 
2. Telah tersedia aplikasi E-DALEV berfungsi bagi perangkat daerah untuk melaporkan 

progress realisasi fisik & penyerapan anggaran per triwulan. 
3. Undangan rapat evaluasi capaian kinerja 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Penjaminan   mutu   produk   dan   proses   sudah distandarisasi dan dilakukan 
pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti dukung:  
1. Standar Pelayanan 
2. Hasil Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Hasil (outcome) pengembangan pegawai dievalusi secara regular sebagai umpan 
balik. 

Bukti dukung: Telah tersedia SOP secara online pada website BKPSDM, namun website 
sedang maintenance sehingga bukti belum dapat dilampirkan. 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu 
 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 

 
 
 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 1) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan 
metode yang tidak terukur. 
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Bukti dukung: Dari hasil wawancara, diketahui bahwa belum terdapat analisis 
kebijakan dan pemecahan masalah tugas perangkat daerah. 
 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
PPenyediaan sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan 
 

 
 



270 
 

- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung:  
1. Telah diterapkan aplikasi e-SAKIP REVIU 
2. LHE LAKIP 
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

 

 
 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Pengembangan produk dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan 
oleh daerah lain (replikasi inovasi). 
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Bukti dukung: Terdapat gagasan inovasi yang akan dikembangkan oleh perangkat 
daerah dan rencananya akan dilaksanakan tahun 2025. 

 
 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat slogan untuk aplikasi Simpeg Client Mobile yang dipublish di 
website BKPSDM. 
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30. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 
 
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) memperoleh 
tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI dengan nilai total 46. Nilai ini 
merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa BAPPERIDA sudah optimal pada 6 variabel 
dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,54%. Namun demikian, BAPPERIDA masih 
memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), 
dan Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perangkat Daerah). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan BAPPERIDA: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Bapperida perlu menyusun rencana kebutuhan 
diklat secara komprehensif untuk seluruh 
jabatan, serta melakukan evaluasi secara 
reguler atas hasil pengembangan pegawai 
sebagai umpan balik penyempurnaan 
pengembangan kompetensi pegawai secara 
berkelanjutan 

Variabel 4  
(Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perangkat Daerah) 

Bapperida perlu melakukan evaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap 
hasil evaluasi penerapan SOP berupa tindakan 
koreksi atau perbaikan SOP. 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
BAPPERIDA dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

BAPPERIDA sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   dokumen 
tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu alternatif 
kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan BAPPERIDA secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 



274 
 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 
Belum ada  dokumen  resmi  rencana  kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada 
perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Terdapat rencana kebutuhan diklat parsial pada jabatan tertentu 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi 

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli 
 

 
 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat   daerah   yang   bersangkutan,   namun belum dilakukan 
evaluasi secara berkala. 
 
 
 

Bukti dukung: Terdapat pengelolaan resiko seluruh kegiatan 

 
  

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 4) 
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Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat 
Daerah masih dibawah 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   program pengkajian   dan inovasi secara   
terencana dan berkelanjutan 
 
 
 
 
 

Bukti dukung: tersedia dokumen roadmap pengembangan inovasi serta SK Tim 
Inovasi 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Budaya organisasi sudah tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai pada perangkat 
daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan berkelanjutan. 
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Bukti dukung: Terdapat pemberian penghargaan bagi pegawai teladan 
 

 
 
31. Kecamatan Sungai Kunjang 
 
Kecamatan Sungai Kunjang memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Sungai Kunjang sudah optimal 
pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45.45%. Namun demikian, 
Kecamatan Sungai Kunjang masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 11 
(Budaya Organsiasi Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), 
Variabel 6 (Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Sungai Kunjang: 

Variabel 11 
(Budaya Organsiasi Perangkat 
Daerah) 

Kecamatan Sungai Kunjang perlu membuat 
dokumen budaya organisasi yang resmi 
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku 
di perangkat daerah yang bersangkutan serta 
dilakukan internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan tercermin dalam sikap dan 
perilaku pegawai pada perangkat daerah 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Kecamatan Sungai Kunjang perlu menyusun 
rencana kebutuhan diklat secara komprehensif 
untuk seluruh jabatan, serta melakukan 
evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan balik 
penyempurnaan pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkelanjutan 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Sungai Kunjang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Sungai Kunjang sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung  

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai disusun untuk seluruh jabatan 
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Bukti dukung:  
 

 
 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 2) 
Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi 

Bukti dukung: Telah disusun RTP Kecamatan Sungai Kunjang 

  
 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 
Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan 

Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendiri 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1) 

Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah 

 
 
32. Kecamatan Samarinda Ulu 
 
Kecamatan Samarinda Ulu memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 46. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Ulu sudah optimal 
pada 6 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 54,54%. Namun demikian, 
Kecamatan Samarinda Ulu masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 3 
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah), dan Variabel 11 (Budaya Inovasi 
Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Ulu: 

Variabel 3  
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) 

Kecamatan Samarinda Ulu perlu melakukan 
penjaminan mutu produk dan proses serta 
dilakukan pengukuran/pengujian secara 
berkala oleh tenaga yang bersertifikat serta 
didukung oleh teknologi informasi berbasis 
internet 

Variabel 11  
(Budaya Inovasi Perangkat Daerah) 

Kecamatan Samarinda Ulu perlu melakukan 
program internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi 
dan tercermin dalam sikap dan perilaku 
pegawai pada Kecamatan Samarinda Ulu 
berdasarkan hasil evaluasi secara rutin dan 
berkelanjutan 
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Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Samarinda Ulu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Samarinda Ulu sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Ulu secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP  
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan telah dilakukan evaluasi 
berkala terhadap penerapan SOP. 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 4) 

Kecamatan Samarinda Ulu telah menyusun rencana pengembangan pegawai /rencana 
kebutuhan diklat secara regular dan seluruh Pengembangan pegawai sudah 
dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana Pengembangan pegawai yang sudah 
ditetapkan. 

Bukti dukung: dokumen rencana kebutuhan diklat 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dengan melakukan konsultasi publik dan analisis umpan balik yang 
terukur dan terdokumentasi 

Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim ahli 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 
Perangkat daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko untuk tugas 
tertentu yang dipandang mempunyai risiko tinggi 

Bukti dukung: SK Tim SPIP dan dokumen tabel risiko 
 
 

 

 
 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (di atas 90%) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi. 
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Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat 
Daerah diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 5) 

Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   program pengkajian   dan inovasi secara   
terencana dan berkelanjutan 

Bukti dukung: tersedia dokumen proposal inovasi dan replikasi inovasi serta SK Tim 
Inovasi 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Kecamatan Samarinda Ulu telah memiliki dokumen budaya organisasi yang resmi 
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku di perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Bukti dukung: SK Tim Agen Perubahan dan Budaya Kerja 
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33. Kecamatan Samarinda Utara 
 
Kecamatan Samarinda Utara memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
RENDAH dengan nilai total 27. Nilai perolehan ini disebabkan karena Kecamatan 
Samarinda Utara belum menyerahkan isian form kuisioner serta belum menyampaikan 
bukti dukung terkait hingga batas waktu pelaksanaan kajian dilakukan. Oleh karena itu, 
tim analis menetapkan nilai Kecamatan Samarinda Utara masing-masing variabel dengan 
nilai 1 sehingga total capaian menjadi 27. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Utara: 

Seluruh Variabel (7 Variabel) Kecamatan Samarinda Utara perlu secara pro-

aktif melakukan pengisian form evaluasi 

kelembagaan sesuai amanat Permendagri No. 

99 Tahun 2018 dengan disertai bukti dukung 

terkait pada masing-masing variabel 

 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Variabel 1

Variabel 2

Variabel 3

Variabel 4

Variabel 5

Variabel 6Variabel 7

Variabel 8

Variabel 9

Variabel 10

Variabel 11



298 
 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Samarinda Utara dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Samarinda Utara sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Utara secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 
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Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 1) 

Tidak ada penjaminan mutu atas produk yang dihasilkan dan atas proses kerja yang 
dilakukan 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung 

 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 1) 
Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1) 

Belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada 
perangkat daerah yang bersangkutan 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung  

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 1) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah dilakukan secara sederhana dan dengan 
metode yang tidak terukur 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung  

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 1) 

Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung  

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 1) 

Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 1) 
Belum ada budaya organisasi pada perangkat daerah. 

Bukti dukung: Kecamatan Samarinda Utara belum menyerahkan isian form 
kuisioner evaluasi kelembagaan serta belum menyampaikan bukti dukung 

 
 
34. Kecamatan Samarinda Ilir 
 
Kecamatan Samarinda Ilir memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori TINGGI dengan nilai total 43. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 
Grafik radar diatas menunjukkan bahwa lima variabel memiliki nilai optimal, yakni diangka 
5. Adapun satu variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 4 variabel  
diangka 3 dan 1 variabel diangka 2, yakni Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Variabel 
5). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Ilir: 

Variabel 11 
(Budaya Organisasi) 

Kecamatan Samarinda Ilir perlu menyusun 
dokumen budaya organisasi yang resmi, 
yang menggambarkan nilai-nilai, sikap dan 
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perilaku di perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Variabel 5  
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Kecamatan Samarinda Ilir perlu menyusun 
rencana kebutuhan diklat secara 
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta 
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan 
balik penyempurnaan pengembangan 
kompetensi pegawai secara berkelanjutan 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Samarinda Ilir dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Samarinda Ilir sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  

 

 

- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Ilir secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 
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Bukti Dukung: Kecamatan Samarinda Ilir telah melakukan e-controlling dengan 
menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Kecamatan Samarinda Ilir sudah distandarisasi dan 
dilakukan pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung: Telah terdapat dokumen SOP dan SP 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP dan sudah dilakukan evaluasi 
serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan/keluhan pelanggan serta 
didukung oleh teknologi berbasis internet. 

Bukti dukung: SOP Kecamatan Samarinda Ilir telah tersedia di website 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 
Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai  sudah  tersusun  secara  
parsial  untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 
 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 
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- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 
Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Telah tersusun dokumen manajemen risiko di Kecamatan Samarinda 
Ilir 

 
 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Kecamatan Samarinda Ilir capaiannya diatas 90% 
 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung. 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
35. Kecamatan Samarinda Seberang 
 
Kecamatan Samarinda Seberang memperoleh nilai tingkat kematangan perangkat daerah 
kategori TINGGI dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel 
dengan gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 
Grafik radar diatas menunjukkan bahwa empat variabel memiliki nilai optimal, yakni 
diangka 5. Adapun tiga variabel berada diangka 4, sedangkan sisanya, yakni sebanyak 
empat variabel  diangka 3 dan 1 variabel diangka 2, yakni Budaya Organisasi  (Variabel 
11). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda 
Seberang: 

Variabel 11 
(Budaya Organisasi) 

Kecamatan Samarinda Seberang perlu 
menyusun dokumen budaya organisasi yang 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda 
Seberang: 

resmi, yang menggambarkan nilai-nilai, 
sikap dan perilaku di perangkat daerah yang 
bersangkutan. 

Variabel 5  
(Pendidikan dan Pelatihan Aparatur) 

Kecamatan Samarinda Seberang perlu 
menyusun rencana kebutuhan diklat secara 
komprehensif untuk seluruh jabatan, serta 
melakukan evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan 
balik penyempurnaan pengembangan 
kompetensi pegawai secara berkelanjutan 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Samarinda Seberang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Samarinda Seberang sudah melakukan Penentuan prioritas kegiatan   
dalam   dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara 
satu alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan 
teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD  
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Seberang secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 

Bukti Dukung: Kecamatan Samarinda Seberang telah melakukan e-controlling 
dengan menggunakan E-Tepian dan E-Dalev 
 

 

 

- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3 ) 
Mutu produk dan proses di Kecamatan Samarinda Seberang sudah distandarisasi dan 
dilakukan pengujian secara berkala secara internal. 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 
(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 
Kecamatan Samarinda Seberang sudah menyusun dokumen rencana   kebutuhan 
pengembangan pegawai secara parsial untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 



310 
 

- Variabel 6: Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 3) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang berdampak ke publik dilakukan 
menggunakan metode/teknik ilmiah oleh tim internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait. 
 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 

- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 

berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 

informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 
Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 
 

Bukti Dukung: Tersedia aplikasi E-KINERJA untuk mengukur tingkat capaian kinerja, 
dan kinerja Kecamatan Samarinda Seberang capaiannya diatas 90% 
 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan.. 

Bukti Dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung. 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah  ada  slogan-slogan  yang  menggambarkan nilai organisasi   pada   perangkat   
daerah   yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
 

 
36. Kecamatan Palaran 
 
Kecamatan Palaran memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori TINGGI 
dengan nilai total 42. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan gambaran 
capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Palaran sudah optimal pada 4 
variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, Kecamatan 
Palaran masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 (Analisis Kebijakan dan 
Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah), serta Variabel 3 (Penjaminan Mutu 
Layanan Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Palaran: 

Variabel 6  

(Analisis Kebijakan dan Pemecahan 

Masalah Tugas Perangkat Daerah) 

Kecamatan Palaran dalam melakukan analisis   

kebijakan   dan   pemecahan    masalah 

strategis/berdampak ke publik melibatkan tim 

ahli dengan melakukan konsultasi publik dan 

analisis umpan balik yang terukur dan 

terdokumentasi. 

Variabel 3  

(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 

Daerah) 

Kecamatan Palaran perlu meningkatkan 

penjaminan mutu   produk   dan   proses   serta 

dilakukan pengukuran/ pengujian secara 

berkala oleh tenaga yang bersertifikat 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Palaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 
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Kecamatan Palaran sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Palaran secara sistematis, terstandarisasi 
termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi berbasis 
internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 2) 
Analisis  kebijakan  yang  berdampak  ke  publik dilakukan oleh tim internal perangkat 
daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat 
Daerah diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
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- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 4) 
Sudah ada program internalisasi budaya organisasi yang berkelanjutan berdasarkan 
dokumen resmi. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
 
37. Kecamatan Samarinda Kota 
 
Kecamatan Samarinda Kota memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 40. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Kota sudah optimal 
pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45.45%. Namun demikian, 
Kecamatan Samarinda Kota masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 6 
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah), variable 11 
(Budaya Organisasi Perangkat Daerah), dan Variabel 10 (Pengembangan Inovasi 
Pelayanan Perangkat Daerah.  
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Samarinda Kota: 

Variabel 6 
(Analisis Kebijakan Dan Pemecahan 
Masalah Tugas Perangkat Daerah) 

Kecamatan Samarinda Kota perlu melakukan 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah 
yang berdampak ke publik yang dilakukan 
menggunakan metode/ teknik ilmiah oleh tim 
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internal dengan melibatkan instansi 
pemerintah terkait, serta dilakukan konsultasi 
public dan analisis umpan balik yang terukur 
dan terdokumentasi.  

Variabel 11 
(Budaya Organisasi Perangkat 
Daerah) 

Kecamatan Samarinda Kota perlu membuat 
dokumen budaya organisasi yang resmi 
menggambarkan nilai-nilai, sikap dan perilaku 
di perangkat daerah yang bersangkutan serta 
dilakukan internalisasi budaya organisasi yang 
berkelanjutan tercermin dalam sikap dan 
perilaku pegawai pada perangkat daerah 

Variabel 10  
(Pengembangan Inovasi Pelayanan 
Perangkat Daerah) 

Kecamatan Samarinda Kota perlu menyusun 
rencana inovasi baik berupa replikasi ataupun 
inovasi local dalam upaya perbaikan layanan 
Kecamatan serta rencana pengembangan 
inovasi tersebut ke depannya. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Samarinda Kota dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Samarinda Kota sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Samarinda Kota secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP serta didukung oleh teknologi 
berbasis internet. 
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Bukti dukung: Dokumen SOP yang disampaikan dalm website 
 

 

 
 

 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 2) 

Dokumen rencana kebutuhan pengembangan pegawai sudah tersusun secara parsial 
untuk jabatan tertentu. 

Bukti dukung:  

 
 
- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah. 

(Tingkat 2) 
Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal perangkat 
daerah yang bersangkutan 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi 

Bukti dukung: Telah disusun RTP Kecamatan Samarinda Kota 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

 Telah disusun rencana pengembangan inovasi baik jenis, mutu maupun metodenya 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada perangkat 
daerah yang bersangkutan 

Bukti dukung:  
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38. Kecamatan Loa Janan Ilir 
 
Kecamatan Loa Janan Ilir memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 

 
 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Loa Janan Ilir sudah optimal 
pada 5 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 45,45%. Namun demikian, 
Kecamatan Loa Janan Ilir masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 11 
(Budaya Organisasi perangkat daerah), dan Variabel 4 (Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Loa Janan Ilir: 

Variabel 11  
(Budaya Organisasi perangkat daerah) 

Kecamatan Loa Janan Ilir perlu menyusun 
program internalisasi budaya organisasi secara 
berkelanjutan berdasarkan dokumen resmi 

Variabel 4  
(Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Perangkat Daerah) 

Kecamatan Loa Janan Ilir perlu melakukan 
evaluasi secara berkala dan dilakukan tindak 
lanjut terhadap hasil evaluasi penerapan SOP 
berupa tindakan koreksi atau perbaikan SOP. 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Loa Janan Ilir dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 
Kecamatan Loa Janan Ilir sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 

 

 
- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Loa Janan Ilir secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 
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- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 
Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 2) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam standar operasi prosedur (SOP). 

Bukti dukung: Tersedia dokumen SOP 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 5) 

Hasil outcome Pengembangan pegawai dievaluasi secara regular sebagai umpan balik. 

Bukti dukung: dokumen rencana kebutuhan diklat, surat tugas diklat, surat 
pemanggilan peserta diklat, dokumentasi kegiatan diklat, undangan mengikuti rapat 
tata kelola penyusunan rencana kebutuhan BMD dan pengelolaan pertanggungjawaban 
belanja modal dalam rangka penyusunan Laporan neraca asset daerah tahun 2024 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Analisis   kebijakan   dan   pemecahan    masalah strategis/berdampak ke publik 
melibatkan tim ahli dilakukan dengan menggunakan metode/Teknik imiah oleh tim 
internal dengan melibatkan instansi pemerintah terkait 
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Bukti dukung: Pengkajian dilakukan dengan melibatkan tim lintas OPD 

  

 
 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 
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Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah, juga tata kelola inventaris kantor dilakukan secara sistem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 4) 

Perangkat daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan resiko untuk seluruh 
tugas pada perangkat   daerah   yang   bersangkutan,   namun belum dilakukan 
evaluasi secara berkala. 
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Bukti dukung: tersedia form RTP, form Identifikasi Risiko Operasional Perangkat 
Daerah, Form Level Risiko, Form Penetapan Konteksi Risiko Strategis Perangkat 
Daerah, Form realisasi atas pengkomunikasian pengendalian risiko  dan SK Tim 
Manajemen Risiko  
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331 
 

 
 

 
 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Target kinerja perangkat daerah sudah dilakukan pengukuran pencapaiannya 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja meskipun capaian kinerja Perangkat 
Daerah diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Perangkat   daerah   sudah   mempunyai   inovasi yang dikembangkan sendiri oleh 
perangkat daerah yang bersangkutan 
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Bukti dukung: tersedia dokumen daftar inventarisasi inovasi pelayanan publik 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi menggambarkan nilai, sikap dan 
perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: dokumentasi budaya organisasi 
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39. Kecamatan Sambutan 
 
Kecamatan Sambutan memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 44. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
 

 
 

Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Sambutan sudah optimal pada 
4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 36,36%. Namun demikian, Kecamatan 
Sambutan masih memerlukan perbaikan khususnya pada Variabel 3 (Penjaminan Mutu 
Layanan Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur), Variabel 8 
(Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur), dan Variabel 11 (Budaya Organsiasi 
Perangkat Daerah) 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Sambutan: 

Variabel 3  
(Penjaminan Mutu Layanan Perangkat 
Daerah) 

Kecamatan Sambutan perlu meningkatkan 
penjaminan mutu   produk   dan   proses   serta 
dilakukan pengukuran/ pengujian secara 
berkala oleh tenaga yang bersertifikat 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Kecamatan Sambutan perlu menyusun 
rencana kebutuhan diklat secara komprehensif 
untuk seluruh jabatan, serta melakukan 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan Kecamatan Sambutan: 

evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan balik 
penyempurnaan pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkelanjutan 

Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Sambutan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Sambutan sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Seluruh Perangkat Daerah telah melakukan E-Planning dengan 
menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan Kecamatan Sambutan secara sistematis, 
terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan teknologi 
informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal 
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Bukti dukung: Tersedia dokumen SPP dan SOP 

 
 
- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan dalam SOP, sudah dievaluasi secara 
berkala dan dilakukan tindak  lanjut  terhadap  hasil  evaluasi  penerapan SOP berupa 
tindakan koreksi atau perbaikan SOP 

Bukti dukung: Dokumen SOP yang direvisi 

 
 
- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 3) 

Dokumen   rencana   kebutuhan   pengembangan pegawai disusun untuk seluruh 
jabatan 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 4) 
Analisis kebijakan dan pemecahan masalah yang bersifat strategis/berdampak ke 
publik melibatkan tim ahli 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 

(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM seluruh 
perangkat daerah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 

Perangkat  daerah  sudah  menetapkan  prosedur pengelolaan   resiko   dalam   
pelaksanaan   tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi 
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Bukti dukung: Telah disusun RTP Kecamatan Sambutan 

  
 
- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 

 
 

 
 
- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah yang 
bersangkutan 
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Bukti dukung: Telah direncanakan inovasi yang dikembangkan sendiri 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Sudah ada dokumen budaya organisasi yang resmi  menggambarkan nilai-nilai, sikap 
dan perilaku di perangkat daerah yang bersangkutan. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 

 
 
40. Kecamatan Sungai Pinang 
 
Kecamatan Sungai Pinang memperoleh tingkat kematangan perangkat daerah kategori 
TINGGI dengan nilai total 38. Nilai ini merupakan akumulasi dari 11 variabel dengan 
gambaran capaian sebagai berikut: 
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Berdasarkan grafik radar diatas terlihat bahwa Kecamatan Sungai Pinang sudah optimal 
atau berada pada level tertinggi pada 4 variabel dari 11 variabel yang ada atau mencapai 
36.6%. Ke-empat variabel tersebut adalah Perencanaan Pembangunan Daerah; 
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah; Manajemen Sumber 
Daya yang Terukur; serta Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur. Namun 
demikian, Kecamatan Sungai Pinang masih memerlukan perbaikan khususnya pada 
Variabel 11 (Budaya Organsiasi Perangkat Daerah), Variabel 5 (Pendidikan Dan Pelatihan 
Aparatur), Variabel 6 (Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat 
Daerah), Variabel 3 (Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah), Variabel 4 (Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah), dan Variabel 10 
(Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah). 
 

Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan KECAMATAN SUNGAI PINANG: 

Variabel 5  
(Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur) 

Kecamatan Sungai Pinang perlu menyusun 
rencana kebutuhan diklat secara komprehensif 
untuk seluruh jabatan, serta melakukan 
evaluasi secara reguler atas hasil 
pengembangan pegawai sebagai umpan balik 
penyempurnaan pengembangan kompetensi 
pegawai secara berkelanjutan 

Variabel 11 (Budaya Organisasi 
Perangkat Daerah) 

Kecamatan Sungai Pinang perlu membuat 
slogan-slogan yang mencerminkan nilai-nilai 
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Rekomendasi Penguatan Kematangan Kelembagaan KECAMATAN SUNGAI PINANG: 

organisasi dalam bentuk media cetak ataupun 
digital. Selain itu untuk lebih meningkatkan 
budaya organisasi, maka perlu disusun 
dokumen SK penetapan nilai budaya 
organisasai, SK KBK, dan SK Agen Perubahan. 

 
Adapun penjelasan secara rinci atas 11 variabel kematangan perangkat daerah pada 
Kecamatan Sungai Pinang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
- Variabel 1: Perencanaan Pembangunan Daerah (Tingkat 5) 

Kecamatan Sungai Pinang sudah melakukan Penentuan   prioritas   kegiatan   dalam   
dokumen tahunan dilakukan dengan perbandingan hasil (outcome) antara satu 
alternatif kegiatan dengan alternatif kegiatan yang lain dan dibantu dengan teknologi 
informasi. 
 

Bukti dukung: Dokumen Cascading dan Pohon Kinerja. Selain itu seluruh Perangkat 
Daerah telah melakukan E-Planning dengan menggunakan Aplikasi SIPD 
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- Variabel 2: Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah 
(Tingkat 5) 
Monitoring dan pengendalian dilakukan KECAMATAN SUNGAI PINANG secara 
sistematis, terstandarisasi termasuk umpan balik yang didukung oleh penggunaan 
teknologi informasi berbasis internet 

Bukti dukung: telah tersedia aplikasi E-TEPIAN dan E-DALEV yang diberlakukan kepada 
seluruh perangkat daerah untuk memonitor pelaksanaan tugas perangkat daerah 

 
- Variabel 3: Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 3) 

Mutu produk dan proses sudah distandarisasi dan dilakukan pengujian secara berkala 
secara internal. 
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Bukti dukung: Terdapat Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
pada layanan Kecamatan Sungai Pinang dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat 
 

 
 

 



344 
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- Variabel 4: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah 

(Tingkat 3) 
Definisi proses organisasi sudah dituangkan ke dalam SOP dan telah dilakukan 
evaluasi berkala terhadap penerapan SOP 
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Bukti dukung: Telah tersedia SOP di Kecamatan Sungai Pinang 
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- Variabel 5: Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur (Tingkat 1) 

Belum tersedia dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada 
Dinas Komunikasi dan Informatika. 
 

Bukti dukung: Bukti dukung Bukti dukung berupa rekap pelaksanaan Diklat pegawai 
Dinas Komunikasi dan Informatika pada jabatan tertentu, belum mencakup rencana 
kebutuhan diklat. 
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- Variabel 6: Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah 

(Tingkat 2) 
Analisis kebijakan yang berdampak ke publik dilakukan oleh tim internal Kecamatan 
Sungai Pinang. 
 

Bukti dukung: Surat Undangan Umpan Balik Pelaksanaan SKM 
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- Variabel 7: Manajemen Sumber Daya Peralatan Dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur 
(Tingkat 5) 
Penyediaan   sumber   daya   dalam pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat 
berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi 
informasi berbasis internet. 

Bukti dukung: Tersedia aplikasi SINJAB untuk memonitor kebutuhan SDM 
seluruh perangkat daerah, juga dilakukan evaluasi terhadap SOP 

 

 
 
- Variabel 8: Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur (Tingkat 3) 
Perangkat daerah sudah menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan 
tugas tertentu yang dipandang mempunyai resiko tinggi  
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Bukti dukung: Register dan RTP telah diterapkan 
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- Variabel 9: Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur (Tingkat 5) 

Pencapaian target kinerja perangkat daerah sudah diukur dan sudah tercapai dengan 
baik (diatas 90 %) serta telah dilakukan evaluasi pencapaian target kinerja serta 
didukung dengan teknologi informasi 

Bukti dukung: Telah diterapkan aplikasi e-Kinerja dan capaian kinerja Perangkat Daerah 
diatas 90% 
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- Variabel 10: Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah (Tingkat 4) 

Telah ada inovasi yang dikembangkan sendiri oleh Kecamatan Sungai Pinang. 

Bukti dukung: Dokumentasi Pelaksanaan Inovasi  

 

 

 
 
- Variabel 11: Budaya Organisasi Perangkat Daerah (Tingkat 2) 

Sudah ada slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi pada Kecamatan 
Sungai Pinang. 

Bukti dukung: Sesuai dengan hasil kuisioner & wawancara Perangkat Daerah, 
namun tidak/ belum dilengkapi dengan bukti pendukung 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

Dari hasil penilaian kematangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota 
Samarinda berdasarkan Permendagri 99 Tahun 2018, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal, yakni: 
a. Sebanyak 13 perangkat daerah atau sebesar 33% telah memiliki data 

pendukung yang lengkap. Adapun, empat perangkat daerah lainnya tercatat 
tidak menyerahkan data pendukung (Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan 
Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Seberang, serta Kecamatan Palaran). 

b. Sebanyak tiga puluh dua perangkat daerah atau sebesar 80% nilai kematangan 
nya masuk pada kategori Tinggi, enam perangkat daerah (15%) masuk 
kategori Sangat Baik, satu perangkat daerah masuk kategori Sedang, dan satu 
lainnya masuk kategori Rendah. 

c. Berdasarkan agregat nilai kematangan seluruh perangkat daerah, dan 
kemudian dirata-ratakan, maka didapat nilai kematangan organisasi 
Pemerintah Kota Samarinda, yakni berada di angka 42,58 atau masuk dalam 
kategori Kematangan Tinggi. 

d. Pada empat variabel, yakni Perencanaan Pembangunan Daerah (variabel 1); 
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanan Tugas Perangkat Daerah (variabel II); 
Manajemen Sumber Daya yang Terukur (variabel VII); serta Pengukuran 
Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur (variabel IX), diseluruh perangkat 
daerah berada pada level 5. Hal ini dikarenakan di lingkungan Pemerintah Kota 
Samarinda telah menggunakan aplikasi penunjang E-Planning (SIMDA), E-
Controlling (E-Tepian dan E-Dalev), Monitorng SDM (SINJAB) serta E-Kinerja. 

 
2. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penilaian kematangan perangkat daerah di Lingkungan 
pemerintah Kota Samarina, maka terdapat beberapa saran serta rekomendasi yang 
dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait kematangan perangkat 
daerah, yakni: 
a. Berdasarkan SK-Mendagri No. 900-4700/ 2020, kematangan penataan 

perangkat daerah  memberikan porsi 10% dalam tambahan penghasilan 

pegawai (TPP) ASN, sehingga perlu dilakukan pemantauan secara periodik 

terhadap pemenuhan seluruh indikator oleh perangkat daerah. Bentuk 

pemantauan tersebut dapat berupa keaktifan penguatan internal perangkat 

daerah (mandiri) serta dapat pula dengan dikoordinasikan oleh Bagian 

Organisasi untuk seluruh perangkat daerah. 

b. Proses pembelajaran (mentoring) dapat didorong antar perangkat daerah 

khususnya pada perangkat daerah yang sudah berada pada kategori Sangat 

Tinggi kepada perangkat daerah yang masih berada pada level di bawahnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa kematangan perangkat daerah hanya dapat 

meningkat dari level yang satu ke level berikutnya apabila seluruh indikator 

sudah terpenuhi, sehingga strategi pemenuhan seluruh indikator dapat 

ditransfer (transfer of experience) antar perangkat daerah. 
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c. Perangkat daerah dapat menyusun rencana aksi penguatan kelembagaan 

sesuai dengan variabel yang masih lemah agar dapat diungkit pencapaiannya 

dimasa mendatang. Untuk mengejawantahkan action plan tersebut, perangkat 

daerah perlu menyusun tim khusus yang mengawal peningkatan seluruh 

variabel kematangan perangkat daerah beserta kelengkapan pengarsipan dan 

pendokumentasian data dukung terkait. 

d. Jika memungkinkan, pencapaian kematangan perangkat daerah dapat menjadi 

bahan evaluasi (Raport Perangkat Daerah ) terhadap pencapaian tata kelola 

organisasi perangkat daerah yang juga dapat diberikan apresiasi khusus 

kepada perangkat daerah dengan nilai atau kategori tertinggi. Hal ini dilakukan 

dalam rangka meningkatkan perhatian perangkat daerah terhadap peningkatan 

level/ tingkat pemenuhan masing-masing variabel kematangan perangkat 

daerah. Bahkan dapat pula didorong agar nilai kematangan perangkat daerah 

dimasukkan ke dalam pencapaian kinerja dalam laporan kinerja perangkat 

daerah (LAKIP Perangkat daerah) 

e. Penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap penilaian kematangan 

perangkat daerah berdasarkan Permendagri 99/ 2018 dalam bentuk desk 

konsultasi/ pendampingan khusus juga perlu diberlakukan oleh Bagian 

Organisasi agar perangkat daerah dapat berkomunikasi dan memahami secara 

operasional kebutuhan data dukung masing-masing variabel serta upaya 

tindaklanjut yang perlu dijalankan.  
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